BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokas Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan sal ah satu kabupaten yang terletak di Provinsi
Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan wilayah terluas
kedua setelah Kabupaten Banyuwangi di wilayah Provins Jawa Timur. Luas
wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km? atau 353.586 ha. Berikut akan di
uraikan mengenai keadaan geografis dan keadaan demografis Kabupaten Malang.
a. Keadaan geografis

Kabupaten Malang terletak di wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara
112°17'10,90 - 122°57°00,00" bujur timur, 7°44'55,11" - 8°26'35,45" lintang selatan.
Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di pulau jawa setelah
Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi yang terletak di Provinsi Jawa
Barat. Kabupaten Malang itu sendiri dikenal sebagai daerah yang kaya dengan
potensi, dimula dari bidang pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga, hutan
jati dan sebagainya. Serta Kabupaten Malang juga dikenal mempunyai objek wisata
yang menawan.

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan K ota Malang dan Kota Batu,
Kabupaten Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kabupaten Mojokerto yang berada

di sebelah utara, Kabupaten Lumagjang dan Kabupaten Probolinggo di sebelah
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timur, samudra indonesia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

di sebelah barat. Berikut merupakan peta Kabupaten Malang:

“" PETA KABUPATEN MALANG

)

Gambar 3 : Peta Kabupaten Malang
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2016
Sebagian wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi
sehingga kabupaten malang mempunyai pengunungan serta berhawa sejuk. Pada
bagian barat wilayah Kabupaten Malang terdapat pengunungan dengan puncaknya
adalah Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651). Pegunungan ini
terdapar mata air sunga brantas, sungai terpanjang kedua di pulau jawa dan
terpanjang di Jawa Timur. Di bagian timur wilayah Kabupaten Malang terdapat
pegunungan bromo-tengger-semeru, dengan puncak gunungnya adalah Gunung

Bromo (2.393 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung



53

tertinggi di pulau jawa. Bagian selatan merupakan pegunungan dan dataran
bergelombang. Dataran rendah dipesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar
pantainya berbukit.

Kabupaten Malang mempunyai 33 kecamatan yang terbagi lagi menjadi
sejumlah desa dan kelurahan. Berikut merupakan tabel kecamatan yang terdapat di
wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 1 : Jumlah Kelurahan, Desa, RW, dan RT Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2015

No. | Nama Kecamatan Kelurahan Desa RW RT
1. | Donomulyo - 10 115 478
2. | Kalipare - 9 58 442
3. | Pagak - 8 73 322
4. | Bantur - 10 96 492
5 Gedangan - 8 79 363
6. | Sumbermanjing - 15 113 502
7. | Dampit 1 11 100 581
8. | Tirtoyudo - 13 62 298
9. | Ampelgading - 13 97 312
10. | Poncokusumo - 17 170 820
11. | Wajak - 13 152 487
12. | Turen 2 15 138 551
13. | Bululawang - 14 85 350
14. | Gondanglegi - 14 57 370
15. | Pagelaran - 10 67 311
16. | Kepanjen 4 14 56 328
17. | Sumberpucung - 7 53 261
18. | Kromengan - 7 53 238
19. | Ngajum - 9 92 335
20. | Wonosari - 8 86 306
21. | Wagir - 12 89 378
22. | Pakisaji - 12 88 387
23. | Tajinan - 12 73 341
24. | Tumpang - 15 104 651
25. | Pakis - 15 145 794
26. | Jabung - 15 82 476
27. | Lawang 2 10 120 474
28. | Singosari 3 14 123 671
29. | Karangploso - 9 111 435
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No. | Nama Kecamatan Kelurahan Desa RW RT
30. | Dau 10 76 300
31. | Pujon 10 84 308
32. | Ngantang 13 75 348
33. | Kasembon 6 63 187
Jumlah 12 378 3305 13906

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang dalam BPS
Kabupaten Malang 2016

Tabel diatas menunjukan daftar kecamatan yang berada pada wilayah
Kabupaten Malang. Adanya tabel diatas dapat menggambarkan bahwa Kabupaten
Malang merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah yang luas serta
merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Jawa
Timur.

b. Keadaan Demografis

Berdasarkan data statistik Kabupaten Malang 2016, jumlah penduduk di
wilayah Kabupaten Malang pada Tahun 2015 berjumlah 2.544.315 jiwa dengan
presentase laki-lai sebesar 50,24 % (1.278.511 jiwa) dan perempuan sebesar 49,76
% (1.265.804 jiwa). Kabupaten Malang mengelompokan penduduk produktif dan
non-produktif menjadi tiga yaitu kelompok umur 0-14 tahun sekisar 24,07 %;
kelompok umur 15-64 tahun sekisar 68,12 %; dan kelompok umur 65+ sekisar 7,80
% (Sumber: BPS Kabupaten Malang 2016). Pengelompokkan penduduk juga
disesuaikan dengan wilayah administratif pada tingkat kecamatan yang mana dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2015

No. | Nama Kecamatan Luas Wilayah ( ) Penduduk

1. Donomulyo 192,60 62.548
2. Kalipare 105,39 60.504
3. Pagak 90,08 45.757
4. Bantur 159,15 68.816
5. Gedangan 130,55 52.938
6. sumbermanjing 239,49 90.350
7. Dampit 135,31 119.012
8. Tirtoyudo 141,96 60.737
9. Ampelgading 79,60 52.622
10 Poncokusumo 102,99 92.737
11. | Wajak 94,56 80.825
12. | Ture 63,90 114.108
13. | Bululawang 49,63 71.147
14. | Gondanglegi 79,74 84.577
15. | Pagelaran 45,83 67.175
16. Kepanjen 46,25 106.668
17. | Sumberpucung 35,90 53.642
18. Kromengan 38,63 38.22
19. | Ngajum 60,12 49.094
20. | Wonosari 48,53 41.292
21. | Wagir 75,43 86.878
22. | Pakisaji 38,41 88.030
23. | Tajinan 40,11 53.743
24. | Tumpang 72,09 75.440
25. | Pakis 53,62 153.622
26. | Jabung 135,89 73.850
27. | Lawang 68,23 109.645
28. | Singosari 118,51 178.534
29. | Karangploso 58,74 81.986
30. | Dau 41,96 74.963
31. | Pujon 130,75 67.502
32. Ngantang 147,70 56.346
33. | kasembon 55,67 31.015
Jumlah 2.977,55 2.544.315

Sumber: BPS Kabupaten Malang 2015

Tabel diatas menunjukan jumlah penduduk di Kabupaten Malang dengan

berdasarkan pembagian wilayah administratif. Sebagaimana tabel diatas,

menunjukan bahwa Kecamatan Singosari merupakan kecamatan dengan penduduk
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terbanyak di Kabupaten Malang, dengan jumlah penduduk 178.534 jiwa., dan
wilayah administratif terluas berada pada Kecamatan Sumbermanjing.

c.  Visi Dan Misi Kabupaten Malang

VISI
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP"
Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan yakni terwujudnya
kabupaten malang yang istiqgomah dan memiliki mental bekerja keras guna
mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis
pedesaan. Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi
pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki
akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu,
MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki
kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
MISI

Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai

berikut:

1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna
menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang
toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasisteknologi informasi;

3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
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4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan
industri kreatif;

5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan,
peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;

6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika,
sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkunganyang menunjang
aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian
lingkungan hidup.

2. Gambaran Umum Kecamatan Singosari

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Singosari terletak 112°37°95" — 112°44’16" BT
dan 7°54°72" — 7°51°62" LS. Kecamatan Singosari termasuk dalam wilayah
dengan perbukitan dan dataran tinggi. Sehingga memiliki suhu rata-rata 22 °C-32°C
serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. Kecamatan Singosari terletak di Jalan

Tumapel Nomor 38, Kabupaten Malang. Kantor Kecamatan Singosari berada

dipinggir jalan raya sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses kantor

kecamatan tersebut. Kecamatan Singosari memiliki luas wilaya 14.876 Ha, dengan

batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Lawang
Sebelah Timur : Kecamatan Jabung
Sebelah Selatan : Kecamatan Blimbing (Kota Malang)

Sebelah Barat : Kecamatan Karangploso



58

Gambar 4 : Peta Kecamatan Singosari
Sumber: http://singosari.malangkab.go.id/

b.  Visi Dan Misi Kecamatan Singosari
Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Malang, Kecamatan

Singosari  memiliki Visi dan Misi tersendiri yang menjadi acuan dari
penyelenggaraakn program-program yang sudah di bentuk sebelumnya. Berikut
merupakan Visi dan Misi Kecamatan Singosari:

VISI
Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Singosari yang Mandiri, Agamis,
Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing berbasis Pariwisata
dan UMKM

MISI
Mengoptimalkan peran masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang

mantap


http://singosari.malangkab.go.id/
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c.  Struktur Birokrasi

Berikut merupakan struktur birokrasi kantor Kecamatan Singosari,

Kabupaten Malang.

CAMAT

SEKRETARIS
[ =
]

KASUBAG . , HASUBAG
i BASUBAG EVALUASI &

KEPECAWAIAN EEUANGAN PELAPORAN
I | |
| STAFF ] | STAFF ] | STAFF ]
r r T )
1
[ [ [ |
KAsI
RAST Kasl Rasl RSt PELAYANAN
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| STAFF ] | STAFF ] | STAFF ] | STAFF ] | STAFF ]

Gambar 5 : Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Singosari
Sumber: Kantor Kecamatan Singosari 2017

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Camat

Sekretaris Camat

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
Seksi Pelayanan Publik;

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Keuangan

10) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
11) Kelompok Jabatan Fungsional

Aparatur Kecamatan Singosari merupakan kunci keberhasilan pemerintahan

yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan

aparatur kecamatan dengan kualitas dan dedikasi yang tinggi. Maka dari itu,
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aparatur Kecamatan Singosari perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan
lanjutan seperti perjenjangan maupun pendidikan formal yang lebih tinggi. Hal lain
yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan desikasi aparatur
kecamatan singosari dengan diberinya pembinaan baik apel pagi, rapat staff
maupun kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja
serta loyalitas.

Jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Singosari adalah 18 orang yang
terdiri dari; laki-laki sejumlah 13 orang dan perempuan 5 orang. Berikut merupakan
susunan dari kepegawaian dan kelengkapannya :

1) Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV : 2 orang
Golongan 11 : 13 orang
Golongan 11 : - orang
Golongan | ; 2 orang
Sukwan : 1 orang
Jumlah : 18  orang
2) Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :
Sarjana Strata 2 : 3 orang
Sarjana Strata 1 : 11 orang
SLTA : 4 orang
Jumlah : 18 orang
3) Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :
Sepama : 2 orang
Adum / Diklatpim IV : 4 orang
Jumlah : 6 orang
4) Pejabat Struktural dan Fungsional
Eselon la : - orang
Eselon 1Ib : - orang
Eselon Ila X - orang
Eselon 1Ib : - orang
Eselon Il a 1 orang
Eselon I1I'b 1 orang
Eselon IV a 5 orang
Eselon IV Db 3 orang
Jumlah 10 orang
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5) Kelengkapan (saranan dan prasarana kantor)

Sarana dan prasarana dimaksudkan untuk dapat mendukung operasional
kerja aparatur kecamatan singosari. Sarana dan prasarana tersebut, sebagai
berikut:

(1) rumah dinas camat,

(2) kantor camat,

(3) ruang sekretraris camat,

(4) ruang kerja sekretariat,

(5) ruang kerja kasi,

(6) panti PKK,

(7) ruang instansi satu atap,

(8) pendopo kecamatan Singosari,

(9) mushola dan ruang bebas merokok

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang
ada di Kantor Kecamatan Singosari yang sekarang ini ada adalah :

(1) Roda empat 3 buah

(2) 1 unit Toyota Kijang Tahun 2002

(3) 1 unit Suzuki APV Tahun 2007

(4) 1 unit Mitsubisi Station Wagon Tahun 1991
(5) Roda dua 6 buah

(6) 4 unit Honda Legenda Tahun 2005

(7) 1 unit Susuki Exnos Tahun 1997

(8) 1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah 6 unit

komputer, 3 unit printer, meja, kursi dan peralatan menulis.

Produk dan Layanan

Berikut ini merupakan jenis-jenis produk layanan di Kecamatan Singosari

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) Kecamatan Singosari 2016, sebagai berikut:

NoabkowhE

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Izin tempat parkir insendentil

Izin reklame insendentil

Izin kelompok kesenian

Izin lembaga kursus dan pelatihan
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8. lzin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
9. lzin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)
10. Izin pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TMB)
11. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
Produk-produk pelayanan tersebut tersedia di kecamatan singosari dengan
mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adanya SOP tersebut
dimaksudkan untuk membuat petugas pelayanan berkerja sesuai dengan prosedur,

sehingga kulitas pelayanan yang diberikan kecamatan berada pada standar

pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

B. Penyajian Data
1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) Pada Pelayanan Perizinan di Kecamatan Singosari

Kebijakan PATEN merupakan salah satu langkah baru yang dibuat oleh
pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan
kualitas pelayan publik merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh
masyarakat, karena pelayanan publik merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Oleh karenanya implementasi kebijakan PATEN haruslah menjadi kebijakan yang
terselenggara dengan efektif.
a.  Komunikasi

Salah satu indikator keberhasilan suatu kebijakan adalah dengan adanya
komunikasi yang terjalin dengan baik antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Keberhasilan komunikasi kebijakan diukur melalui tiga kriteria komunikasi, yakni
transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan

oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi dilakukan
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oleh pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran. Adapun penjelasan dari 4
(empat) dimensi komunikasi kebijakan yang digunakan dalam mengukur
keberhasikan komunikasi kebijakan di Kecamatan Singosari, yakni:

1)  Transmisi

Transmisi dalam hal ini berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari
pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada
masyarakat. Transmisi dalam implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan
Singosari dimulai dari adanya penyampaian informasi terkait kebijakan PATEN
oleh pemerintah kepada Kecamatan Singosari. Hal Ini sesuai hasil wawancara
dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari,
menjelaskan bahwa:

“pelaksanaan kebijakan PATEN dilaksanakan karena pemerintah

mengeluarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang

kemudian permendagri tersebut ditindaklanjuti Dengan Peraturan Bupati

Malang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang

Bupati Kepada Camat, tentu saja hal itu merupakan suatu informasi yang

sangat penting bagi kecamatan singosari mengingat bahwa fungsi kecamatan

itu sendiri sebagai pelaksana teknis kewilayahan di kabupaten maupun kota”

(wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 10.30 WIB)

Dikeluarkannya kebijakan PATEN, Kecamatan Singosari sudah dipastikan
akan menyelenggarakan PATEN sesuai dengan kebijakan yang sudah di
informasikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Transmisi yang
dilakukan pemerintah pusat semakin diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan

bupati tersebut. Oleh karenanya, kecamatan harus menyelenggarakan pelayanan

sesuai dengan aturan yang ada didalam regulasi tersebut.
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Penyampaian informasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pembuat
kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Tetapi transmisi kebijakan dilakukan
kepada petugas pelaksana dilapangan. Hal Ini sesuai dengan hasil wawancara
dengan, Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku camat singosari,
menjelaskan bahwa:

“untuk pegawai setiap bulan diadakan rapat internal dalam rangka untuk

menginformasikan PATEN, bagaimana PATEN yang baik, regulasinya

seperti apa aturannya seperti apa, SOP nya seperti apa. Rapat tersebut

diadakan setiap satu bulan sekali.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017

pukul 10.30 WIB)

Proses transmisi yang dilakukan kepada petugas pelaksana kebijakan menjadi
hal yang sangat penting, dikarenakan apabila petugas pelaksana kebijakan
dilapangan sudah memahami maksud dan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut
maka petugas pelaksana dilapangan sudah pasti akan memberikan pelayanan sesuai
dengan aturan yang sudah ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan
sangat dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan itu sendiri. Apabila transmisi
dilakukan dengan jelas dan akurat maka tujuan dan sasaran tersebut akan tepat
kepada kelompok sasaran (masyarakat) yang dituju.

Masyarakat menjadi kelompok sasaran kebijakan PATEN, oleh karenanya
kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan jelas kepada masyarakat. Terkait
proses transmisi kebijakan PATEN kepada masyarakat, Bapak Eko Margianto, AP.
S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, menjelaskan bahwa:

“proses penyampaian informasi kebijakan PATEN kepada masyarakat

dilakukan secara tersurat dan disampaikan juga melalui rapat kepada jajaran

pemerintah dibawah kecamatan yaitu kelurahan dan desa. Pak lurah dan pak

kades ini juga menyampaikan kepada masyarakat. serta masyarakat yang
mengurus ke kecamatan langsung secara otomatis juga akan diberikan
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penjelasan karena terdapat resepsionis diruangan PATEN.* (wawancara pada
tanggal 29 juli 2017 pukul 10.45 WIB)

Peran dari pelaksana kebijakan atas proses transmisi kepada masyarakat
menjadi unsur yang sangat penting bagi keberhasilan suatu kebijakan. Karena
masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan harus mengetahui informasi yang
jelas terkait aturan-aturan yang ada didalam kebijakan tersebut, sehingga kebijakan
tersebut dapat di implemetasikan dengan baik. Namun, sering kali kelompok
sasaran tidak mengetahui secara pasti apa yang seharusnya mereka lakukan,
sehingga kebijakan tidak berjalan dengan efektif atau bahkan bertentangan dengan
makna awal kebijakan tersebut dibentuk.

2) Kejelasan

Komunikasi yang terjadi pada suatu kebijakan haruslah jelas dan tidak
membingungkan atau ambigu baik, baik yang diterima oleh pelaksana kebijakan
ataupun kelompok sasaran. Agar penyampaian informasi dapat diterima dengan
jelas dan akurat, terdapat dua tatanan teknis metode penyampaian informasi yakni
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan PATEN,
penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui komunikasi yang
terjadi secara lisan antara pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran di tempat
penyelenggaraan kebijakan. Kemudian penyampaian informasi secara tidak
langsung dilakukan secara tersurat ataupun pemasangan banner/leafet yang
menginformasikan terkait kebijakan tersebut. berdasarkan hasil wawancara kepada
Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, terkait kejelasan

penyampaian kebijakan PATEN, beliau menjelaskan:
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“untuk kejelasan penyampaian kebijakan PATEN kepada masyarakat pihak
kecamatan sendiri secara lisan memberikan penjelasan langsung kepada
masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen serta ditunjang dengan
penggunaan media seperti papan informasi, leafet, dan banner di pasang
diruangan pelayanan PATEN.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul
11.00 WIB)

Gambar 6 : Banner Prosedur Dan Alur PATEN
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti
Penggunaan media untuk dapat memperjelas suatu informasi kebijakan
merupakan salah satu cara yang baik dilakukan oleh suatu instansi. Dengan adanya
pemasangan banner, leafet dan papan informasi diharapkan masyarakat dapat lebih

mengerti terkait kebijakan PATEN.
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i SINGOSARI (©
@g}mau menteri dalam Negeri No. 24 Tahun 2010
Bituran bupati Malang N0.22 Tahun 2015 Tentang
ielegasan Sehagian wewenang Bupati kepada Caniat
gguluan pupali Malang No. 188.45/500/KEP/421.013/2015
i entangiBelayanan Administrsi Terpadu Kecamatan Kabupaten Malan

Gambar 7 : Contoh Penggunaan Banner
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Penggunaan media sebagai alat bantu informasi kebijakan menjadi suatu hal
yang penting bagi pelaksana kebijakan. Disamping dapat mempermudah
masyarakat untuk mengerti, dan juga dapat mempermudah pelaksana kebijakan itu
sendiri dalam menjalankan tugas. Penyediaan sistem informasi lainnya seperti
penyebaran brosur-brosur atau cara lain juga dapat menunjang kejelasan suatu
kebijakan kepada masyarakat. Penyediaan sisten informasi lainya dimaksudkan
untuk dapat menginventarisir permasalahan dan kendala di bidang pelayanan
perizinan di kecamatan, sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah teknis
pelaksanaan PATEN.

3)  Konsistensi

Dalam hal kebijakan, konsistensi merupakan salah satu faktor utama
kesuksesan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan
baik. Konsistensi tersebut tidak hanya berlaku untuk pelaksana kebijakan saja,

namun konsistensi juga berlaku pada pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan
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(pemerintah) harus konsisten dalam aturan-aturan yang tertuang dalam regulasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP
selaku Camat Singosari, beliau menjelaskan:

“pelaksanaan pelayanan perizinan dikecamatan pada dasarnya sudah
dilakukan sejak dahulu sebelum PATEN dibuat oleh pemerintah. Tetapi hal
lain yang berubah sejak PATEN di implementasikan terdapat pemangkasan
meja birokrasi, SOP jelas dan pembiayaan lebih jelas karena regulasi diatur
dengan jelas. Terkait pelayanan kepada masyarakat sudah kami lakukan sejak
dahulu hanya saja dengan adanya PATEN pelayanan perizinan kepada
masyarakat lebih disempurnakan.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017
pukul 11.10 WIB)

Berikut merupakan salah satu contoh SOP perizinan.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Nomor SOP 503/139/35.07.24/2016

Tanggal Pembuatan 1 MARET 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

1 MARET 2016 k|

Disahkan oleh

CAMAT SINGOSARI

—— o

MUM | MARTONO, SH. M.Hum
LPembina Tingkat |

NIP. 19670926 199303 1 003

KECAMATAN SINGOSARI

Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Mendirikan

Nama SOP Bangunan (IMB)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan

Bangunan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2010 tentang Retribusi

*erizinan Tertentu

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pamberian |zin Mendirikan Bangunan.

b Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Malang

/. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Mendirikan Bangunan
2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan
3. Memahami dasar penetapan lzin Mendirikan Bangunan

Keterkaitan

Peralatan/ perlengkapan

S0P Pengagendaan surat keluar

1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan
2. Standar Pelayanan Publik
3. Peralatan komputer pendukung perizinan

I’>eringatan

Pencatatan

Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat

Gambar 8 : Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sumber: Kecamatan Singosari
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Hwuiand tperating Procedure (SOP) Izin Mendirikan Rangunan

q odlotan Pelaksana Mutu Baku )
» ) o Pemohon Petugas Loket | Kepala Seksi Sekcam Camat Kelengkapan Waktu Output
I |PPonyerahan berkas permohonan [ ) ] ] Persyaratar Berkas
S \L perizinan perizinan
2 |Menerima berkas permahonan, T s Persyaratar Tanda terima
memhbukukan dan penomoran o perizinan
_|surat masuk L__Mh_\|’
3 |Melakukan penelitian berkas dan ‘j—j Berkas izin 90 Menit [Berita Acara
peninjauzn lapangan — Pemeriksaan
4 |Menentukan kelayakan Iokasi Y Berkas izin 10 Menit |Rekomendasi
untuk memperoleh izin, ya atau
tidak
B |Pembuatan draft sertifikat izin e Draft sertifikat 10 Menit |Draft sertitikat
dan Surat Keterangan Retribusi I ]
7 |Cek redaksional izin dan Draft sertifikat 5 Menit  {checklist
pemeriksaan berkas arsip
B |Pencetakan sertifikat Sertifikat 5 Menit  {Tanda tangan
sertifikat
9 |Tanda tangan sertifikat jadi L Sertifikat jadi 5 Menit  {Sertifikat
> bertanda tangan
10 |Penomoran surat izin dan A | Setlifikat 5 Menit  |Ekspedisi surat
penomoran surat keluar keluar
11 |Penyerahan izin jadi Sertifikat 5 Menit  |Ekspedisi izin
jadi
12 |Penyerahan sertifikat ke | Sertifikat 5 Menit |Tanda terfima
pemaohon < sertifikat
Tolal Hari| 140 Menit R

Gambar 8 : Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sumber: Kecamatan Singosari

Kotoran
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Konsistensi dari pemerintan merupakan dasar utama dari terwujudkan
implementasi kebijakan yang efektif. Karena semua hal yang akan dilaksanakan
oleh pelaksana kebijakan mengacu pada regulasi yang sudah dibentuk oleh
pemerintah sebelumnya. Apabila pemerintah sudah konsisten dalam regulasinya,
maka tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan tersebut akan berjalan dengan
efektif, namun hal tersebut juga harus didukung dengan faktor-faktor pendorong
kebijakan lainnya.

Sehubungan dengan konsistensi komunikasi kebijakan, konsistensi juga harus
dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Berikut merupakan
hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rahayu Selaku Kasi Pelayanan Publik, beliau
menjelaskan:

“konsistensi dilakukan oleh pak camat dengan dilakukan rapat koordinasi

setiap satu bulan sekali, dan untuk masyarakat yang datang mengurus

langsung ke kantor kami langsung berikan informasi terkait PATEN,
bagaimana mengurus dokumen tersebut apa saja syarat yang dibutuhkan dan
lain sebagainya.” (wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa untuk dapat
memenuhi komunikasi yang terjalin pelaksana kebijakan dengan masyarakat.
Kecamatan Singosari memberikan informasi secara langsung terkait penjelasan
kebijakan PATEN kepada masyarakat. Hanya saja, informasi tersebut diberikan
apabila ada masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan Singosari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan suatu
permasalahan terkait komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dengan

masyarakat. Dimana petugas di Kecamatan Singosari sudah memberikan sosialisasi

secara langsung kepada masyarakat yang berada diwilayah kantor Kecamatan
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Singosari dan terdapatnya pemasangan banner terkait PATEN, namun masih
ditemukan sebagian masyarakat yang belum mengerti mengenai kebijakan PATEN.
Masyarakat tersebut umumnya yang tidak berada di wilayah kantor kecamatan
singosari, sehingga masyarakat tersebut belum mengerti alur penyelenggaraan
PATEN serta apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan
perizinan. Oleh karenanya, masyarakat yang kebingungan mengenai hal tersebut.
Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara pelaksana
kebijakan dengan kelompok sasaran belum berjalan dengan baik.
b. Sumberdaya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting didalam impelementasi
kebijakan publik. Sumberdaya yang dimaksudkan terbagi menjadi 3 (tiga) yakni
sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya saranan dan
prasarana. Adapun penjelasan dari ketiga sumberdaya sebagai indikator
keberhasilan dari implementasi kebijakan publik:
1)  Sumberdaya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya
dukungan dari sumberdaya manusia yang cukup. Berkaitan dengan implementasi
PATEN di Kecamatan Singosari, sumberdaya manusia yang terdapat seharusnya
memiliki jumlah yang cukup serta memiliki kualitas yang tinggi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat
Singosari terkait dengan sumberdaya manusia di Kecamatan Singosari, beliau

menjelaskan:
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“sampai saat ini pegawai dikecamatan singosari mampu untuk melingkupi
keseluruhan masyarakat, karena pelayanan yang dilakukan hanya pelayanan
rutin saja. Istilahnya dulu kita layanani sekarang kita layanani, Cuma sekarang
disempurnakan dengan PATEN, regulasi jelas, SOP jelas, aturannya jelas.”
(wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 11.10 WIB)

Gambar 9 : Pemberian Pelayanan Oleh Petugas Kecamatan Singosari
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumberdaya
manusia yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan sudah dirasa cukup untuk
dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan singosari.
Karena memang sejak dahulu, pihak kecamatan itu sendiri sudah memberikan
pelayanan administrasi. Namun memang pelayanan yang diberikan dahulu, tidak
sepeti saat dikeluarkannya kebijakan PATEN.

Sumberdaya manusia di Kecamatan Singosari memiliki tugas dan fungsi
masing-masing sesuai dengan beban kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Beban kerja tersebut tercantum dalam Keputusan Camat Singosari Nomor: 188/ /

KEP/ 35.07.25/2016 Tentang Tim Pelaksanaan Teknis Pelayanan Administrasi
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Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singosari, dimana dalam keputusan camat
tersebut terdapat rincian dari susunan tim teknis PATEN di Kecamatan Singosari,
berikut merupakan uraiannya.

Tabel 3 : Susunan Tim Pelaksana Teknis PATEN Kecamatan Singosari

Kabupaten Malang

NO NAMA | JABATAN | TUGAS DALAM TIM
A | Penanggungjawab PATEN
1 Eko Margianto, AP. Camat Penanggungjawab
S.Sos PATEN
B PENYELENGGARA PATEN
1 Drs. Hadi Sucipto, Sekretaris Camat Ketua Tim Pelaksanaan
M.AP Teknis PATEN
2 Wiwik Rahayu Kasi Pelayanan Publik | Penanggungjawab Teknis
Pelayanan Kartu Kuning
(AK.1)
3 Rizza  Kurniawan, Kasi Ekonomi Penanggungjawab Teknis
SH Pembangunan Dan | Pelayanan IMB, SIUP,
Pemberdayaan dan IUMK
Perempuan
4 Agus Supriadi Plt. Kasi Ketentraman | Penanggungjawab Teknis
Dan Ketertiban Pelayanan lzin Temat
Umum Parkir Insidentil, 1zin
Reklame Insidentil,

Gangguan Keamanan
Dan Ketertiban

5 Nur Cahyati, S.AP Kasi Kesejahteraan | Penanggungjawab Teknis
Sosial Dan Pelayanan Tandan Daftar
Kepemudaan Nomor Induk Kelompok

Kesenian, Izin Pendirian
Lembaga Kursus Dan
Pelatihan, Izin Pendirian
Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat, Izin
Pendirian Taman
Penitipan  Anak, lzin
Taman Baca.

6 Jafar, SE Kasi Pemerintahan | Penanggungjawab Teknis
Pelayanan Surat

Keterangan Pindah Antar
Kecamatan Dalam
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Kabupaten Dan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan

NO NAMA JABATAN TUGAS DALAM TIM

C | PELAKSANA PATEN

1 Endah  Ardhyarini, | Bendahara PATEN | Petugas Pemegang Kas

S.Sos

2 Hariyanto Pelaksana Petugas Informasi

3 Septica widyani Pelaksana Petugas Loket |

4 Muarofah Pelaksana Petugas Loket Il

5 Widi harmoko Pelaksana Petugas Operator
Komputer

6 Edy syamsudin Pelaksana Verifikator Lapangan

7 Isa Ahyalin Pelaksana Petugas Perekaman Dan
Pencetakan E-KTP

8 Sutono Pelaksana Petugas Perekaman Dan
Pencetakan E-KTP

9 Navi andi usman Pelaksana Pembantu Pelayanan
Administrasi
Kependudukan/
Perekaman Dan

Pencetakan E-KTP

Sumber: Kecamatan Singosari

2) Sumberdaya Anggaran

Selain sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang menjadi faktor pendukung

dalam implementasi kebijakan PATEN adalah sumberdaya anggaran. Sumberdaya

anggaran yang dimaksudkan adalah anggaran yang dipergunakan untuk

membiayai keseluruhan penyelenggaraan PATEN. Berikut hasil wawancara

dengan dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari

terkait dengan sumberdaya anggaran di Kecamatan Singosari, beliau menjelaskan:

“sumberdaya anggaran PATEN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang kemudian dipergunakan untuk membiayai
keseluruhan penyelenggaraan PATEN (wawancara pada tanggal 29 juli 2017

pukul 11.15 WIB)



Tabel 4 : Realisasi Anggaran Kecamatan Singosari 2016
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No Program Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1. | Program 352.428.200 | 352.428.200 | 100%
Pelayanan 1.Penyediaan Jasa 5.850.000 5.850.000 | 100%
Administrasi Surat Menyurat
Perkantoran 2.Penyediaanjasa | 12.600.000 | 12.600.000 | 100%
sumberdaya Air
dan Listrik
3.Penyediaan jasa | 50.280.000 | 50.280.000 | 100%
Administrasi
Keuangan
4.Penyediaan jasa | 37.663.000 | 37.663.000 | 100%
kebersihan kantor
5.Penyediaan Alat 41.639.400 | 41.639.400 | 100%
Tulis Kantor
6.Penyediaan 15.426.700 | 15.426.700
barang cetakan 100%
dan penggandaan
7. Penyediaan 85.929.000 | 85.929.000 | 100%
Makanan dan
Minuman
11. Rapat-Rapat 92.040.000 | 92.040.000 | 100%
Kordinasi dan
Konsultasi Ke
Dalam Daerah
2. | Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan 23.807.150 | 23.807.150 | 100%
Peralatan Gedung
Kantor
2. Pemeliharaan 24.470.750 | 24.470.750 | 100%
rutin/ berkala
gedung kantor
3.Pemeliharaan 15.550.000 | 15.550.000 | 100%

rutin/ berkala
kendaraan dinas/
operasional




No Program Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
3. | Program 16.884.000 | 16.884.000 | 100%
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan 13.384.000 | 13.384.000 | 100%
Pakaian Dinas
beserta
kelengkapanya
Pengadaan 3.500.000 3.500.000 | 100%
Pakaian khusus
Hari — hari tertentu
4. | Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan 21.600.000 | 21.600.000 | 100%
pelatihan formal
5. | Program Pengendalian 43.200.000 | 43.200.000 | 100%
Peningkatan keamanan
Keamanan dan | lingkungan
Kenyamanan
Lingkungan
Pengendalian 43.200.000 | 43.200.000 | 100%
keamanan
lingkungan
500.000.000 | 500.000.000

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan

suatu kebijakan.

kebijakan akan terfasilitasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, beliau

menjelaskan:

Sumber: Profil Kecamatan Singosari

Karena dengan adanya kecukupan anggaran pelaksanaan
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“kalo untuk PATEN, saya rasa sudah cukup ya, karena memang untuk
PATEN ini, yang diperlukan hanya peralatan ATK dan kegiatan operasional
saja.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 11.15 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sumber anggaran di
Kecamatan Singosari sudah mencukupi untuk dapat membiayai keseluruhan
penyelenggaraan PATEN. Anggaran tersebut didapatkan dari dana APBD yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang kepada Kecamatan Singosari dan
sesuai dengan DPA Kecamatan Singosari. Anggaran tersebut kemudian
dipergunakan oleh Kecamatan Singosari untuk membiayai kegiatan operasional
dalam penyelenggaraan PATEN dan kecukupan ATK dalam penyelenggaraa
PATEN.

3) Sumberdaya Sarana Dan Prasarana

Sumberdaya sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung lain dalam
penyelenggaraan PATEN. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas fisik yang
masuk dalam penyelenggaraan PATEN. Berdasarkan hasil wawancara dengan
dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari terkait

dengan sumberdaya sarana dan prasarana di Kecamatan Singosari, beliau

menjelaskan:

“saranan dan prasarana untuk penyelenggaraan PATEN dikecamatan
singosari insyaAllah susah sesuai dengan standar PATEN seperti 4 komputer
yang 2 untuk pelayanan E-KTP yang 2 untuk pelayanan non E-KTP, ruangan
juga sudah, untuk fasilitas pelanggan juga ada. Saranan dan prasaranan
insyaAllah sudah mencukupi.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul
11.20 WIB)
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Gambar 10 : Ruang Pelayanan Di Kecamatan Singosari
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Selain penjelasan dari camat singosari, penjelasan lain terkait sarana dan
prasarana penunjang PATEN juga dikemukakan oleh Ibu Wiwik Rahayu selaku
kasi pelayanan Publik, beliau menjelaskan:

“untuk saranan dan prasarana PATEN saya rasa sudah memenuhi standar
PATEN, seperti ruang laktasi, ruang tunggu, meja pelayanan, komputer, dan
sebagainya.” (wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 13.35 WIB)

Berikut merupakan rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan
Singosari dalam menyelenggarakan PATEN

Tabel 5 : Sarana Dan Prasarana PATEN
Sarana dan prasaranan Jumlah per-unit

Komputer

Pendingin Ruangan

Jam Dinding

Televisi

Pengeras Suara

Jaringan Internet/Wifi

Telepon

Papan Informasi

Kotak Saran

Loket Pelayanan

= Z
olo|@|No|u|~w N F|S

N T N I I LI LS IR B
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No Sarana dan prasaranan Jumlah per-unit
11 | Tempat Piket

12 | Ruangan Laktasi

13 | Ruangan Publik

14 Sarana Dan Prasarana Penunjang Lainnya,
Seperti Koran

N I

Sumber: Kecamatan Singosari

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa saranan dan
prasarana yang dimiliki Kecamatan Singosari sudah cukup baik. Hal Tersebut dapat
terlihat dari daftar tabel rincian, dimana Kecamatan Singosari memiliki saranan dan
prasarana yang cukup untuk menunjang petugas memberikan pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai
sumberdaya yang terdapat di Kecamatan Singosari, dapat dikatakan sudah cukup
baik. Untuk sumberdaya manusia, petugas di Kecamatan Singosari sudah dapat
bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan peraturan
yang mendasarinya serta dapat melingkupi keseluruhan masyarakat. Untuk
sumberdaya keuangan, dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran yang menjelaskan
bahwa, sumber anggaran sudah dapat mencukupi penyelenggaraan PATEN dengan
realisasi anggaran mencapai 100% per tahun. Untuk sumberdaya sarana dan
prasarana, peneliti mengobservasi secara langsung mengenai hal tersebut. Sarana
dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Singosari sudah cukup baik, baik sarana
dan prasarana penunjang untuk petugas pelayanan menjalankan tugasnya ataupun
sarana dan prasaranan yang di khususkan untuk masyarakat. Oleh karenanya untuk

sumberdaya di Kecamatan Singosari dapat dikatakan sudah cukup baik.
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c.  Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan, apabila pelaksana
kebijakan mempunyai kecenderungan yang positif seperti mendukung
implementasi kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut dalam
terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP
selaku Camat Singosari terkait sikap dari pelaksana kebijakan di Kecamatan
Singosari, beliau menjelaskan:

“kalo prinsip kita itu aparat melayani masyarakat, kalo terkait itu Kita

menggunakan ‘S TOMAT’ yaitu senyum, sapa, tolong, minta maaf. Jadi

pertama itu senyum, kemudian disapa, kemudian ditolong apa yang
diperlukan semua sudah selesai kemudian minta maaf, barangkali ada
kesalahan.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 11.30 WIB)

Selain hal tersebut, sebagai pelaksana kebijakan seharusnya mendukung
terbentuknya suatu kebijakan, karena dengan adanya dukungan dari pelaksana
kebijakan itu sendiri maka kemungkinan implementasi kebijakan akan berjalan
dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP
selaku Camat Singosari terkait dukungan kebijakan PATEN, beliau menjelaskan:

“kita sangat mendukung adanya kebijakan tersebut, karena kita selaku

aparatur penyelenggara ditingkat kecamatan pada prinsipnya melaksanakan

kebijakan pemerintah baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat. PATEN ini adalah kebijakan pemerintah pusat
kemudian ditindaklanjuti pemerintah kabupaten. Jadi kita sangat mendukung,
bahkan kita sempurnakan, secara bertahap apa yang masih kurang. Misalnya
seperti kurang running text masih belum, masih dalam proses kita benahi.
Kemarin ruangannya masih separuh sekarang saya benahi, mungkin nanti

kapasitas kursi dan pendingin ruangan ditambahi. Itu kita masih akan terus
menyempurnakan.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 11.35 WIB)
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Dukungan terkait kebijakan PATEN tidak hanya didukung oleh bapak
camat selaku pemimpin Kecamatan Singosari. Tetapi dukungan juga dilakukan
oleh Ibu Nur Cahyati, S.AP selaku kasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan,
beliau menjelaskan:

“tentu saja kami sebagai pelaksana memberikan sikap yang ramah, santun,
senyum ya sesuai dengan standar pelayanan pada umumnya. serta
memberikan dukungan sepenuh hati terhadap kebijakan PATEN tersebut,
karena memang kebijakan tersebut sudah dibuat pemerintah, walaupun
memang kami masih belajar untuk mengimplementasi PATEN dengan baik.
karena memang dengan adanya PATEN ada beberapa izin yang dulunya
kecamatan tidak berhak tanda tangan dengan adanya PATEN kecamatan bisa
lewat langsung ke kecamatan.” (wawancara pada tanggal 29 Juli 2017 pukul
12.30 WIB)

Dukungan yang kuat dari pihak kecamatan akan memberikan dampak yang
positif terhahadap implementasi PATEN. Dengan adanya dukungan yang kuat,
serta kemauan tersendiri dari pelaksanan kebijakan, dimungkinkan bahwa
pelaksanaan PATEN akan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya
disposisi atau sikap dari petugas pelayanan di Kecamatan Singosari sudah cukup
baik. Hal tersebut terlihat pada saat petugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Petugas tersebut dengan ramah melayani setiap masyarakat yang
mengajukin izin diruangan PATEN. Petugas pelayanan dengan sigap melayani
masyarakat satu per satu. Adanya prinsip “S TOMAT” yang diterapkan pada
petugas di Kecamatan Singosari menambah disposisi menjadi semakin baik.

Adanya kemauan untuk menyelenggarakan pelayanan semakin baik juga menjadi

penunjang disposisi di Kecamatan Singosari semakin baik. Maka dari itu, dapat
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dikatakan bahwa disposisi atau sikap dari petugas pelayanan di Kecamatan
Singosari sudah cukup baik dalam melayani masyarakat.
d.  Struktur birokrasi

Berkaitan dengan struktur birokrasi berarti berkaitan dengan badan pelaksana
suatu kebijakan. Struktur birokrasi masuk kedalam setiap kebijakan yang dibuat
olen pemerintah, begitu pula dengan kebijakan PATEN. Standar pelayanan
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PATEN, agar penyelenggaraan
tersebut dapat terstrukur dengan baik dan dengan berjalan dengan efektif. Selain
daripada standar pelayanan, hal lain yang berpengaruh terhadap struktur birokrasi
adalah uraian tugas personil kecamatan. Maksud dari tugas personil kecamatan
adalah pemaparan atas semua tugas yang harus dilaksanakan bagi setiap pegawai
kecamatan dengan jabatan tertentu. Oleh karenannya, setiap pegawai yang bekerja
di kecamatan mempunyai tugas atau beban kerja yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos.
M.AP selaku Camat Singosari berkaitan dengan mekanisme pelayanan perizinan
dalam implementasi kebijakan PATEN, beliau menjelaskan:

“berbicara mengenai mekanisme pelayanan perizinan itu include didalam

PATEN, berbicara mengenai PATEN tentu saja berbicara mengenai

pelayanan perizinan pula. Mekanismenya yaitu pemohon memasukan berkas,

berkas lengkap, kemudian masuk kedalam penerimaan loket satu, sampai
dengan loket selanjutnya dan selesai. Contohnya pada izin IMB secara
kelengkapan di cek secara teknis oleh kasi pembangunan setelah berkas
lengkap di paraf dan kemudian saya tanda tangan. Mekanisme perizinan

tersebut ada didalam SOP, dan kita memproses dokumen sesuai dengan SOP
yang ada.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 11.35 WIB
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa mekanisme
pelayanan perizinan pada dasarnya sama dengan PATEN, karena pelayanan
perizinan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan PATEN. Didalam kebijakan
PATEN terdapat SOP yang mengatur segala hal terkait mekanisme pelayanan
perizinan. Oleh karenanya, petugas pemberi pelayanan melakukan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penyelenggaraan pelayanan akan berjalan dengan efektif, apabila terdapat
dukungan dari masyarakat. Dukungan tersebut dapat tercermin dari masyarakat itu
sendiri seperti, masyarakat dapat mengikuti mekanisme pelayanan yang ada
didalam SOP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto, AP.
S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, beliau menjelaskan:

“masih kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terkait mekanisme

PATEN, masyarakat yang datang ke kantor masih belum mengikuti prosedur,

bukan masyarakat tidak mengerti prosedur PATEN tetapi memang

masyarakatnya sendiri yang tidak mau mengikuti prosedur. Seperti harus
antri, mereka tidak mau, sudah diberikan nomor antrian juga tidak mau,
bahkan ada masyarakat yang maunya instan sehingga mereka mengajukan
pelayanan lewat makelar sehingga yang seharusnya gratis jadi bayar. Hal-hal

seperti itu masih sering terjadi di kantor kami.” (wawancara pada tanggal 29

juli 2017 pukul 11.45 WIB)

Selain itu, hal lain yang berpengaruh terhadap struktur birokrasi adalah uraian
tugas personil kecamatan. Adanya uraian tugas tentu saja berkaitan dengan upaya
penyebaran tanggunjawab dari tugas tersebut. hal ini seperti yang disampaikan oleh
Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, beliau
menjelaskan:

“pada dasarnya petugas yang bekerja dikecamatan singosari sudah baik dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, koordinasi antar pegawai juga

sudah baik, namun tetap perlu disempurnakan lagi terkait dua item pertama
terkait peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, sumberdaya aparatur
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memang sudah baik tetapi tetap perlu diregenerasikan dan dikaderisasikan.
Yang kedua terkait saranan dan prasaranan, sarpras perlu kita benahi, seperti
komputer perlu di upgrade dan ruangan perlu ditata kembali, misalnya seperti
sekarang itu ada ruangan pajang produk unggulan itu belum ada, mungkin
tahun depan. Intinya disitu saja.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul
12.10 WIB)

Implementasi kebijakan PATEN membutuhkan sumberdaya manusia yang
kompeten dan bekerja sesuai keahlianya. Oleh karena itu, sumber daya manusia
menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Tanpa
adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, implementasi kebijakan PATEN
tidak akan dapat berhasil dan hanya menjadi suatu dokumen yang tidak akan
memberikan manfaat apa-apa untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai struktur
birokrasi, terdapat suatu upaya penyebaran tanggungjawab yang dilakukan oleh
Kecamatan Singosari. Upaya penyebaran tanggungjawab tersebut tercermin dari
dibentuknya susunan tim teknis pelaksana PATEN. Didalam susunan tersebut
telihat secara rincian siapa saja dan apa saja yang menjadi tugas dalam tim.
Pembagian tugas dilakukan secara jelas dan tertera pada Keputusan Camat Nomor:
188/ /KEP/35.07.25/2016 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singosari sehingga masing-masing petugas
memiliki beban kerja. Didalam struktur birokrasi Kecamatan Singosari juga
terdapat SOP yang dibentuk secara jelas. Dengan adanya SOP maka petugas

pelayanan akan bekerja sesuai dengan SOP. Maka dari itu, untuk struktur birokrasi

dapat dikatakan sudah cukup baik.
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2. Dampak Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Kecamatan Singosari

a. Tangibles
Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah

negara, karena segala hal yang berkaitan dengan kepengurusan dokumen negara

tentu saja akan melewati proses pelayanan. Oleh karenanya, kualitas pelayanan
publik yang baik, akan memberikan dampak yang baik pula untuk masyarakat
ataupun birokrat itu sendiri.

PATEN merupakan salah satu jawaban dari pemerintah untuk masyarakat
terkait penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan. Dengan adanya PATEN,
pelayanan yang ada di kecamatan diharapkan dapat berkualitas dan menjadi seperti
apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu implementasi kebijakan
PATEN yang efektif sangat diharapkan oleh masyarakat.

Salah satu syarat penyelenggaraan PATEN adalah saranan dan prasarana.
Saranan dan prasarana yang dimaksud adalah saranan dan prasaranan yang dapat
menunjang kegiatan pelayanan di kecamatan, seperti tempat pemrosesan data,
komputer, ruang tunggu dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Kecamatan
Singosari, Kecamatan Singosari harus memiliki saranan dan prasaranan yang bagus
untuk menunjang pelaksanaaan PATEN. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Sumardi selaku masyarakat Kecamatan Singosari, beliau menjelaskan:
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“kalau untuk saranan dan prasaranan sudah bagus ya, cukup untuk kita
masyarakat menunggu pemrosesan dokumen dikecamatan. Menurut saya
seperti itu, sudah menunjang juga untuk petugasnya, soalnya saya memang
melihat ada komputer yang dapat digunakan.” (wawancara pada tanggal 15
Juni 2017 pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Lili selaku masyarakat Kecamatan
Singosari, beliau menjelaskan:

“ya sudah bagus mbak, sudah cukup saya kira untuk masyarakat seperti saya.
Soalnya memang disediakan koran, tempat duduk yang bagus, ruangan
pelayanan sudah tertata juga.” (Wawancara pada tanggal 15 Juni pukul 12.45
WIB)

Ungkapan lain juga diberikan oleh bapak khoirul huda selaku masyarakat di
kecataman singosari, beliau menjelaskan:

“saranan dan prasarana sudah menunjang mbak, sudah baik kalu saya
melihatnya. Kan zaman sekarang juga sarana menjadi hal penting dalam suatu
pekerjaan. Komputer juga banyak digunakan oleh para pegawai. Kecamatan
singosari juga sudah menggunakan komputer yang cukup.” (wawancara pada
tanggal 9 Agustus 2017 pukul 12.45 WIB)

Gambar 12 : Saranan Dan Prasarana PATEN

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti
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Dengan adanya saranan dan prasarana yang cukup, masyarakat diharapkan
dapat memproses sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tidak ada alasan
lagi untuk dapat mengeluh terkait saranan dan prasaranan yang buruk didalam
pelayanan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahyati, S.AP
selaku kasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan, beliau menjelaskan:

“ya saranan dan prasaranan yang tersedia dikecamatan singosari memang
menjadi faktor penunjang utama dalam pelaksanaan PATEN. Adanya
saranan dan prasarana yang cukup tentu saja akan meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan, karena memang saya sendiri dimudahkan dengan
fasilitas tersebut. hanya saja terkadang ada masalah dengan komputernya
jadi pelayanan sedikit terganggung. Tetapi disamping masalah itu, kita
memberikan pelayanan dengan baik. dan untuk masyarakat saya Kira,
masyarakat juga akan merasa nyaman dengan saranan dan prasaranan yang
cukup, hal itu juga akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk
mengurus dokumen dengan cepat.” (wawancara pada tanggal 29 Juli 2017
pukul 12.45 WIB)

Kualitas pelayanan yang baik tentu saja akan menimbulkan kepuasan
masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat tercapai apabila masyarakat itu sendiri
dapat merasakan hal-hal yang disediakan oleh pemerintah. Salah satunya terkait
saranan dan prasarana PATEN. Namun saranan dan prasarana yang disediakan
Kecamatan Singosari tidak akan memberikan kepuasan masyarakat apabila
masyarakatnya sendiri tidak menggunakan saranan dan prasarana yang disediakan
dan juga membuat kualitas pelayanan terlihat buruk. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Khoirul Huda selaku masyarakat Kecamatan Singosari, beliau
menjelaskan:

“ya tentu saja mbak saya memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut,

biasanya saya menunggu dokumen selesai itu saya membaca koran, duduk di
kursi tunggu.” (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 12.45 WIB)
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Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Damanhuri selaku masyarakat
kecamatan singosari, beliau menjelaskan:

“iya mbak saya memanfaatkannya, kan disana disediakan kursi tunggu
bahkan diluar ruangan juga disediakan kursi tunggu mbak jadi seumpama
saya bosan menunggu didalam ruangan saya bisa duduk diluar ruangan.”
(wawancara pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 12.15 WIB)

Gambar 13 : Kursi Tunggu Diluar Ruangan PATEN

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat
Kecamatan Singosari memanfaatkan saranan dan prasarana disediakan oleh pihak
kecamatan. Saranan dan prasarana tersebut memudahkan masyarakat dalam
menunggu proses penyelesaian dokumen, sehingga masyarakat yang menunggu
tidak merasa bosan sampai dengan selesainya dokumen yang diajukan. Hal tersebut

juga dapat mendorong keinginan masyarakat untuk datang ke kecamatan dan
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mengajukan dokumen yang diperlukan. Oleh karenanya, saranan dan prasarana
yang cukup mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada didalam PATEN.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk indikator
sarana dan prasarana, Kecamatan Singosari sudah memiliki sarana dan prasarana
yang cukup untuk dapat menunjang segala aktivitas pelayanan yang terdapat di
Kecamatan Singosari. Sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan yaitu terdapatnya loket, ruang tunggu, meja
pendaftaran dan sarana pendukung lainnya. Sarana dan prasarana juga disediakan
untuk masyarakat sebagai pengguna layanan dan masyarakat menggunakan dengan
baik. Maka untuk indikator sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan
Singosari dapat dikatakan sudah baik.
b.  Reliability

Selain indikator saranan dan prasaranan, indikator selanjutnya untuk
mengukur kualitas dari pelayanan publik adalah reliability atau kehandalan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi selaku masyarakat
kecamatan singosari, beliau menjelaskan:

“ya sesuai mbak, petugasnya bilang kalau berkas perijinan saya selesai hari

ini di tunggu saja. Ya selesai mbak, tepat waktu.” (wawancara pada tanggal

15 Juni 2017 pukul 09.15 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Khoirul Huda selaku masyarakat

kecamatan singosari, beliau menjelaskan:
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“kalau dijanjikan pasti ya mbak, semisalnya sewaktu saya membuat IMB,

saya diharuskan menunggu karena persyaratan saya memang sudah lengkap.

Tetapi lain waktu pernah tidak sesuai mbak, katanya ada masalah dengan

komputernya jadi harus datang lagi besok. Tetapi ya besoknya selesai.”

(wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 12.50 WIB)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa petugas
memberikan informasi terkait penyelesaian suatu dokumen sesuai dengan
kenyataan yang sesungguhnya. Apabila memang terdapat kendala yang membuat
dokumen tersebut tidak selesai tepat waktu, maka petugas pelayanan akan
memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

SOP menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SOP
seharusnya diinformasikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat agar
masyarakat dapat mengetahui proses yang ada dalam penyelesaian berkas
admistrasi yang diajukan. Namun selain SOP, keterbukaan petugas dalam
pemberian informasi kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting dalam
pemberian pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman
antara petugas dan masyarakat.

Seperti yang di ungkapkan oleh dengan Ibu Wiwik Rahayu Selaku Kasi Pelayanan
Publik, beliau menjelaskan:

“sudah, petugas pelayanan sudah bersikap terbuka dalam memberikan

informasi terkait proses penyelesaian berkas administrasi. kalaupun ada

kendala lain, ya pasti di informasi kan oleh petugas kepada masyarakat agar
masyarakat tidak menunggu lama. Karena keterbukaan memang penting
dalam pelayanan publik, hal itu juga membuat masyarakat merasa nyaman

karenan mendapatkan kepastian penyelesaian berkas administrasinya.”
(wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 13.45 WIB)



93

Keterbukaan merupakan hal yang penting dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat. Dengan mengetahui proses penyelesaian suatu dokumen
tersebut, masyarakat tidak perlu dipusingkan kembali akan waktu penyelesaian
suatu dokumen. Oleh karenanya, keterbukaan yang dilakukan petugas pelayanan
menjadi hal penting dalam suatu pelayanan publik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk kehandalan
yang dimiliki oleh petugas pelayanan di Kecamatan Singosari sudah baik. Hal
tersebut dapat tercermin dari keakuratan dan terpercayanya pelayanan di
Kecamatan Singosari. Sifat keterbukaan yang dimiliki oleh petugas juga menambah
kehandalan dari penyelenggaraan PATEN. Kesesuaian apa yang dikatakan petugas
pelayanan mengenai penyelesaian dokumen menjadi kehandalan yang sangat
penting. Oleh karenanya untuk indikator reliability atau kehandalan yang dimiliki
petugas di kecamatan singosari sudah cukup baik.

c.  Responsiviness

Dalam suatu kegiatan pelayanan, sangat diperlukan sikap responsif dari setiap
petugas yang bekerja memberikan pelayanan. Sikap Responsif dapat tercermin
ketika setiap petugas yang bekerja merespon setiap masyarakat yang ingin
mendapatkan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lili selaku
masyarakat Kecamatan Singosari, beliau menjelaskan:

“petugas merespon dengan baik mbak, saya datang langsung ditanyakan oleh

resepsionis yang ada dimeja depan. Kemudian diberi nomor urut untuk

mengajukan berkas, kemudian berkas saya diproses.” (Wawancara pada
tanggal 15 Juni pukul 12.55 WIB)



94

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat kecamatan singosari lainnya, yakni
Bapak Damanhuri selaku masyarakat Kecamatan Singosari, beliau menjelaskan:

“kalau menurut saya, sudah cukup responsif, soalnya ketika saya datang ke
kantor ada loket pendaftaran jadi ya langsung daftar kemudian diberi nomor
dan diarahkan oleh petugas, kemudian berkas saya masuk. Sudah cukup
responsif mbak.” (wawancara pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 12.25 WIB)

4 DARI D
CAMPA
RUBELL

CAMPAK & RUBELI
DAPAT MENYEBABKAN

—————

| CusTOMER SERVICE |

Gambar 14 : Pelayanan Pertama Oleh Customer Service Di Ruangan
PATEN
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa petugas
pelayanan merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.
Petugas mengarahkan sesuai dengan tahapan yang ada dalam pengajuan berkas
dokumen sehingga masyarakat sangat dimudahkan dalam hal tersebut. Namun,

sikap responsif tidak hanya tercermin pada saat pelayanan pertama saja tetapi
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keinginan dari petugas untuk membantu setiap masyarakat juga termasuk dalam
sikap responsif yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan
Ibu Lili selaku masyarakat Kecamatan Singosari, beliau menjelaskan:

“ya saya kalau tidak mengerti proses selanjutnya saya bertanya kepada
petugas, dan petugas juga merespon dengan baik, kemudian mengarahkan
sesuai dengan apa yang saya tanyakan, intinya saya bertanya kalau proses
selanjutnya tidak tahu. Ya kalau menunggu saja, tidak akan selesai berkasnya,
kan memang petuganya juga sibuk, melayani masyarakat banyak. Oleh
karena itu saya banyak bertanya.” (Wawancara pada tanggal 15 Juni pukul
13.00 WIB)

Sikap dari petugas pelayanan sendiri sangat penting didalam memberikan
pelayananan. Keinginan dari petugas itu sendiri untuk membantu masyarakat dalam
menyelesaikan berkas dokumen sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena dengan
hal itu, proses pemberkasan dokumen akan berjalan dengan tepat dan cepat. Petugas
pun akan merespon dengan baik masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.
dan tentu saja semua keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat akan direspon oleh
petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos.
M.AP selaku Camat Singosari, beliau menjelaskan:

“petugas sangat merespon apabila ada keluhan yang dikeluhkan masyarakat,

baik keluhan yang disampaikan secara langsung maupun yang ada didalam

kotak saran. Keluhan yang disampaikan secara langsung, langsung di respon
oleh petugas kemudian diberikan arahan sesuai dengan keluhan yang
dikeluhkan masyarakat. tetapi untuk keluhan yang ada dikotak saran, ya kami
proses dahulu, dibicarakan didalam rapat sebaiknya apa yang harus dilakukan
petugas agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian baru kami

kerjakan sesuai keluhan tersebut.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017
pukul 12.20 WIB)
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Gambar 15 : Kotak Saran
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa petugas sangat
merespon setiap keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Keluhan tersebut
adanya yang direspon secara langsung maupun tidak langsung. Karena disamping
petugas merespon keluhan masyarakat secara langsung, Kecamatan Singosari juga
menyediakan kotak saran untuk masyarakat menyampaikan keluhan, Kritikan
ataupun saran kepada petugas pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, benar bahwasannya
sikap responsif sudah dilakukan cukup baik oleh petugas yang bekerja diruangan
pelayanan. Setiap masyarakat yang datang ke ruang pelayanan akan disambut oleh
customer service yang bertugas, masyarakat mengisi buku tamu kemudian
diarahkan sesuai dengan kepeluannya. Untuk sikap responsif lain juga ditunjukan
dengan cara, menjawab setiap keluhan yang dikeluhkan masyarakat secara viral.

Untuk keluhan yang tidak langsung dapat diungkapkan melalui kotak saran yang
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disediakan pihak kecamatan. Maka dari itu, untuk indikator responsiveness dapat
dikatakan sudah cukup baik.
d.  Assurance
Assurance memiliki arti sebuah jaminan atau kepastian. Jaminan ini
umumnya diberikan oleh petugas pemberi pelayanan. Seperti hasil wawancara
dengan bapak dengan Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat
Singosari, beliau menjelaskan:
“ya tentu saja kami memberikan jaminan biaya dan ketepatan waktu, karena
hal tersebut kan sudah ada didalam SOP. Soal pembiayaan dan waktu
penyelesaian. Masyarakat juga bisa mengetahui sendiri terkait pembiayaan
tersebut, bisa dilihat di banner yang dipasang di ruangan PATEN. Jadi
semisalnya ada pemungutan biaya diluar ketentuan SOP ya itu bukan dari
pihak kecamatan sendiri. Karena petugas menyelenggarakan pelayanan
bekerja sesuai dengan SOP yang ada.” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017
pukul 12.30 WIB)
Di dalam SOP terdapat segala rincian terkait prosedur pelayanan yang benar,
SOP menjadi arah daripada penyelenggaraan PATEN. Oleh karenanya petugas
pemberi pelayanan bekerja sesuai dengan SOP yang tersedia. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Khoirul Huda selaku masyarakat Kecamatan Singosari,
beliau menjelaskan:
“untuk jaminan pembiayaan yang saya tahu gratis mbak, E-KTP kemarin saya
gratis, tetapi ini untuk perizinan IMB ya ada biaya, saya kurang paham berapa
besarnya mungkin sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jaminan
penyelesaian dokumen juga kita mengikuti petugasnya, kalau kata petuganya
hari ini selesai ya kita menunggu, kalau memang tidak bisa selesai ya besok

kita di haruskan datang lagi” (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul
12.55 WIB
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Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Lili selaku masyarakat Kecamatan
Singosari, beliau menjelaskan:

“menurut saya, cukup untuk jaminan ketepatan waktu, pernah waktu itu saya

diberitahu untuk datang kembali tanggal sekian diambil terus akhirnya Kita

datang untuk mengambil berkas, dan berkasnya selesai sesuai dengan yang
dijanjikan. Kalau memang ada penundaan berkas ya diberitahu juga sampai
kapan. Kalau untuk pembiayaannya, yang saya tahu gratis, sampai dengan

selesai berkas dokumen.” (Wawancara pada tanggal 15 Juni pukul 13.10

WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan
PATEN yang dilakukan petugas kecamatan sesuai dengan SOP. Oleh karenanya,
terkait jaminan ketepatan waktu serta jaminan pembiayaan juga dilakukan
berdasarkan SOP yang ada. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang masih
memunculkan sifat keraguan terhadap petugas pelayanan karena tidak sabar untuk
menunggu pemrosesan berkas. Seperti yang di ungkapkan lbu Wiwik Rahayu
Selaku Kasi Pelayanan Publik, beliau menjelaskan:

“ya memang ada beberapa masyarakat yang sedikit tidak sabar, bertanya terus

kapan selesai berkasnya, kok lama sekali, tetapi kami tetap meminta

pengertian dan menjelaskan bahwa berkas ibu atau bapak sampai dengan
tahap ini jadi mohon ditunggu. Kami meyakinkan masyarakat agar dapat
menunggu, karena berkas pasti akan kami selesaikan tepat pada waktunya.”

(wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 13.50 WIB)

Didalam sebuah penyelenggaran pelayanan, pelanggan sebagai pengguna
layanan memerlukan jaminan kepastian yang diberikan oleh penyedia layanan. Hal
tersebut dilakukan agar pelanggan dapat percaya bahwa tidak akan ada kesalahan
dalam berkas yang diajukan dan dapat mengetahui secara pasti kapan berkas

tersebut dapat selesai, dan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan bila memang

ada.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk indikator
assurance dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut tercermin karena peneliti
mengetahui secara langsung bahwasannya tidak ada pemungutan biaya tertentu dari
pelayanan, dengan terkecuali untuk IMB. Karena untuk IMB itu sendiri terdapat
biaya tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tetapi
untuk izin yang lainya tidak dipungut biaya. Untuk jaminan kepastian waktu juga
sudah dilakukan petugas pelayanan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
Maka dari itu untuk indikator assurance dapat dikatakan sudah cukup baik.

e. Empathy

Indikator terakhir yang dapat mengukur kualitas pelayanan publik pada
penelitian ini adalah empathy. Empathy perlu dimiliki oleh petugas dikarenakan
masyarakat memerlukan sikap ramah dan santun dari petugas agar dapat
memberikan kenyaman masyarakat dalam mengajukan berkas dokumen.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi selaku masyarakat
Kecamatan Singosari, beliau menjelaskan:

“sikap dari petugas dikecamatan saya rasa sudah cukup santun, sudah ramah

dan baik. tetapi ya kurangnya hanya saya kurang tahu terkait alur daripada

proses pemberkasan saja.” wawancara pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 09.25

WIB)

Sikap yang ramah, sopan serta santun dari petugas pelayanan menjadi hal
yang sangat diharapkan oleh masyarakat, karena ketika masyarakat tidak
memahami proses pelayanan maka petugas diharuskan mengarahkan masyarakat
tersebut dengan ramah sehingga masyarakat dapat mengerti proses pelayanan

selanjutnya. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak

Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, beliau menjelaskan:
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“saya rasa kita sudah bersikap santun dan ramah kepada masyarakat, karena
memang prinsip kita aparat melayani masyarakat bukan masyarakat melayani
aparat. Oleh karena itu, kita bersikap santun kepada setiap masyarakat dan
menghargai setiap masyarakat yang membutuhkan kita. Dan membantu
masyarakat yang kurang memahami setiap prosedur pelayanan.” (wawancara
pada tanggal 29 juli 2017 pukul 12.35 WIB)

Dalam penyelenggarakan pelayanan, petugas pelayanan tidak hanya memiliki
sikap ramah dan santun, tetapi sikap menghargai setiap masyarakat yang
mengajukan permohonan dokumen dan tidak mendiskriminasikan status sosial
menjadi suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan bapak Khoirul Huda selaku masyarakat Kecamatan
Singosari, beliau menjelaskan:

“ya sebenarnya tidak ada diskriminasi status sosial, soalnya kan memang

penyelenggaraan pelayanan dilakukan sesuai dengan nomor urut yang

diambil oleh setiap masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di meja
pendaftaran. Jadi yang sesuai dengan nomor urut yang disediakan.”

(wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 12.55 WIB

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Ibu Lili selaku masyarakat Kecamatan
Singosari, beliau menjelaskan:

“setahu saya tidak ada diskriminasi status sosial, kan semua pelayanan

dilakukan sesuai dengan nomor urut. Jadi ya pemberkasan dilakukan sesuai

dengan nomor urut tersebut. Tetapi memang saya melihat, apabila ada
masyarakat yang kenal dengan salah seorang petugas pelayanan, mereka
mengobrol sedangkan kita yang tidak kenal hanya menunggu saja. Hanya
seperti itu saja, untuk diskriminasi pemberkasan, tidak ada, semua dilakukan
sesuai dengan nomor urut.” (Wawancara pada tanggal 15 Juni 2017 pukul

13.10 WIB)

Salah satu hal yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan yang
berkualitas adalah dengan tidak adanya diskriminasi yang dilakukan oleh petugas

pelayanan. Apabila diskriminasi dilakukan oleh petugas, maka tingkat kepercayaan

masyarakat akan kinerja dari petugas pemberi pelayanan akan menurun, dan
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kualitas pelayanan pun akan menurun juga. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Ibu Nur Cahyati, S.AP selaku kasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan, beliau
menjelaskan:

“kalau untuk diskriminasi kami tidak seperti itu, kita tidak membeda-bedakan

status sosial masyarakat, siapa masyarakat itu, dan dahulu-mendahului

pemberkasan, tidak seperti itu. Semua dilakukan sesuai dengan nomor urut
dan prosedur pelayanan. Apabila memang sudah waktunya nomor urut
tersebut ya kita proses, terkecuali memang ada kendala ya kita bilang kepada
masyarakat yang memiliki nomor urut tersebut bahwa memang pembekasan
harus ditunda dan kita memberikan informasi secPara tepat. Sehingga
masyarakat juga memiliki kepastian waktu penyelesaian berkas.”

(Wawancara pada tanggal 15 Juni pukul 13.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa petugas
pelayanan di Kecamatan Singosari tidak diskriminatif dalam memproses berkas.
Proses pemberkasan dilakukan sesuai dengan nomor urut yang disediakan oleh
petugas pelayanan. Sehingga tidak ada kecurangan dalam pemrosesan berkas.
Semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, untuk indikator empathy
sudah cukup baik. Petugas pelayanan di Kecamatan Singosari memberikan
pelayanan dengan cukup ramah dan baik, dengan merespon setiap masyarakat
dengan santun tanpa membedakan status sosial dari masyarakat tersebut. Pelayanan
yang diberikan juga didasarkan pada nomer pelayanan yang diberikan sebelumnya
ketika masyarakat mendaftar dicustomer service sehingga tidak adanya

diskriminasi yang dilakukan petugas saat memberikan pelayanan. Maka dari itu

dapat disimpulkan untuk indikator empathy sudah dilakukan dengan cukup baik.
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3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Pelayanan
Perizinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di
Kecamatan Singosari

a.  Faktor pendukung
Didalam suatu implementasi kebijakan, tentunya terdapat beberapa faktor

pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Tak

terkecuali dengan implementasi kebijakan PATEN, implementasi kebijakan

PATEN di Kecamatan Singosari memiliki beberapa faktor pendukung, yakni:

1) Landasan hukum yang jelas
Didalam suatu kebijakan tentunya memerlukan landasan hukum yang jelas.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, maka akan mempermudah pelaksana

kebijakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang tertuang dalam

kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Margianto,

AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari, menjelaskan bahwa:

“untuk kebijakan PATEN ini, sudah jelas landasan hukumnya yakni
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dengan adanya
peraturan tersebut kan sudah jelas bahwasannya kita sebagai penyelenggaran
pelayanan harus mengimplementasikan PATEN, dalam peraturan tersebut
juga sudah cukup jelas diatur syarat-syarat PATEN dan segala perihalnya.
Kemudian pak bupati juga menindaklanjuti sehingga dikeluarkan Peraturan
Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Bupati Kepada Camat, disitu juga sudah jelas, jenis pelayanan apa
yang didelegasikan di kecamatan, bagaimana syarat pelayanan, harus adanya

starndar pelayanan, ya menurut saya sudah jelaslah untuk dasar hukumnya.”
(wawancara pada tanggal 29 juli 2017 pukul 12.35 WIB)
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, terkait landasan hukum
kebijakan PATEN, sudah jelas dan dapat dimengerti oleh pelaksana kebijakan.
Sehingga pelaksana kebijakan tidak dibingungkan lagi untuk dapat
mengimplementasikan PATEN. Seperti yang di ungkapkan oleh 1bu Wiwik Rahayu
Selaku Kasi Pelayanan Publik, beliau menjelaskan:

“saya rasa untuk landasan hukum sudah sangat jelas mbak. Dari pusat

kemudian ditindaklanjuti oleh perbup. Kemudian juga ada SOP nya tersendiri

sehinggakan untuk prosedur pelayanan juga sudah jelas, uraian tugas juga
sudah jelas berdasarkan keputusan camat, hal-hal itu kan ada karena landasan
hukum yang jelas.” (wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 13.45 WIB)

Adanya landasan hukum yang jelas, menjadi salah satu faktor pendukung
dalam keberhasilan suatu kebijakan. Karena untuk dapat menyelenggarakan suatu
kebijakan tentunya memerlukan beberapa hal yang harus diatur didalam peraturan
untuk dapat mempermudah pelaksana kebijakan dalam mengimplementasika
kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, memang betul
bahwasannya untuk kebijakan PATEN ini memiliki landasan hukum yang cukup
jelas, disamping daripada pemerintah mengeluarkan permendagri, terdapat pula
perbup kemudian keputusan camat juga ada. Sehingga pelaksana kebijakan akan
mudah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan adanya landasan hukum
yang cukup jelas, seharusnya implementasi kebijakan PATEN ini juga akan

berjalan dengan efektif. Karena memang segala kelengkapan terkait

penyelenggaraan PATEN sudah diatur dalam peraturan tersebut.
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2)  Dukungan kuat dari pelaksana kebijakan

Dalam upaya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada
di kecamatan, pihak Kecamatan Singosari memberikan dukungan yang kuat
terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, karena dengan adanya peraturan
tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kualitas
pelayanan publik yang ada di kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari terkait dukungan
kebijakan PATEN, beliau menjelaskan:

“seperti yang dikatakan sebelumnya, ya kita sangat mendukung dengan ada

nya kebijakan ini, kebijakan ini kan memberikan dampak positif, pelayanan

bisa lebih terstruktur, kan Kkita juga senang apabila bisa memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.” (wawancara pada tanggal 29

juli 2017 pukul 12.35 WIB)

Hal lain juga di ungkapkan oleh Ibu Wiwik Rahayu Selaku Kasi Pelayanan
Publik, beliau menjelaskan:

“ya jelas mendukung mbak, disamping itu memang tugas kita sebagai

pelaksana kebijakan. Kebijakan PATEN ini juga cukup baik untuk

menciptakan pelayanan yang berkualitas. Karena memang didalam PATEN

tidak hanya mengatur tentang prosedur pelayanan saja, tetapikan mengatur

terkait fasilitas untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa nyaman ketika

ingin memproses berkas.” (wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 13.45

WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pihak
Kecamatan Singosari sangat mendukung dengan adanya kebijakan PATEN ini.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaksana kebijakan tetapi

memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat pula. Sehingga

petugas di Kecamatan Singosari dapat bekerja memberikan pelayanan dengan
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cukup baik. Dukungan tersebut juga dapat tercermin dari sikap yang diberikan
petugas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut seperti yang
diungkapkan Ibu Nur Cahyati, S.AP selaku kasi kesejahteraan sosial dan
kepemudaan, beliau menjelaskan:
“karena memang kita sangat mendukung, otomatis kan kita akan bekerja
dengan sepenuh hati, alhasil kan ya kita tentu saja ramah, sopan, ya santun
kepada masyarakat. Tidak ada pemaksanaan sehingga sikap yang kita berikan
juga akan sangat baik.” (Wawancara pada tanggal 15 Juni pukul 13.10 WIB)
Dalam suatu implementasi kebijakan, adanya dukungan dari pelaksanan
kebijakan menjadi salah satu faktor yang penting. Apabila pelaksana sudah sangat
mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan juga
akan diselenggarakan dengan baik, karena tingkat keinginan untuk keberhasilan
kebijakan ini ada disetiap pelaksana kebijakan, sehingga para pelaksana kebijakan
akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelenggarakan dengan baik.
b.  Faktor penghambat
Adapun beberapa faktor penghambat yang terdapat dalam implementasi
kebijakan PATEN di Kecamatan Singosari yakni:
1)  Kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran
Komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan suatu
kebijakan. Apabila komunikasi yang terjalin sudah cukup baik maka diharapkan
kebijakan tersebut akan terselenggara dengan baik pula. Maka dari itu komunikasi
secara berkala dan konsisten menjadi hal yang harus dilakukan oleh setiap
pelaksana kebijakan. Komunikasi tidak hanya terjalin antara para pelaksana

kebijakan saja, tetapi komunikasi secara berkala juga perlu dilakukan oleh

pelaksana kebijakan kepada masyarakat, agar setiap masyarakat dapat mengetahui
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segala informasi terkait kebijakan tersebut. Begitu pula dengan kebijakan PATEN,
komunikasi perlu dilakukan kepada kelompok sasaran yakni masyarakat, agar
masyarakat dapat mengetahui segala hal terkait PATEN, termasuk dengan prosedur
pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh lbu Wiwik Rahayu Selaku Kasi
Pelayanan Publik, beliau menjelaskan:

“sampai saat ini, komunikasi yang kita lakukan ke masyarakat masih dengan

cara penginformasian secara langsung yang dilakukan oleh petugas

pelayanan diruangan PATEN kepada masyarakat yang ingin mengetahui
ataupun bertanya terkait kebijakan tersebut serta pemasangan banner dan
leafet dan lain sebagainya. Untuk masyarakat yang masih kebingungan terkait
prosedur pelayanan, kami masih beritahukan secara personal oleh petugas
kepada masyarakat tersebut.” (wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul

13.45 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, komunikasi yang terjalin
antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasarana hanya sebatas penginformasian
secara personal kepada masyarakat yang ingin mengetahui, dan belum dilakukan
secara menyeluruh. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Ibu Nur Cahyati, S.AP
selaku kasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan, beliau menjelaskan:

“kalau untuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat belum ada mbak,

Cuma ya sekedar itu saja, masyarakat yang belum mengerti syarat ya kita

beritahu agar masyarakat bisa memenuhi persyaratan pelayanan yang di

inginkan. Dan pemasangan banner juga dijadikan media penyampaian

informasi secara tidak langsung kepada masyarakat.” (Wawancara pada
tanggal 15 Juni pukul 13.20 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, belum adanya sosialisasi
yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat. Sehingga masih terdapat
masyarakat yang belum mengetahui terkait kebijakan PATEN. Seperti yang

diungkapkan bapak Bapak Sumardi selaku masyarakat Kecamatan Singosari,

beliau menjelaskan:
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“ya kendalanya itu mbak, saya belum mengetahui alur pelayanannya mulai

dari mana, kemudian menemui bapak siapa, membawa persyaratan apa. Kita

masyarakat masih bingung mbak, masih belum mengerti seperti itu.

(wawancara pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, memang benar bahwasannya masih terdapat
masyarakat yang bingung terkait prosedur pelayanan serta syarat apa saja yang
harus dibawa saat ingin mendapatkan pelayanan. Hal tersebut terjadi karena
kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Singosari kepada
masyarakat. Komunikasi hanya terjalin apabila masyarakat bertanya secara
langsung kepada petugas, apabila masyarakat tersebut tidak bertanya maka akan
dibiarkan begitu saja. Ketika pelayanan sedang padat, banyak masyarakat yang
menunggu tanpa kejelasan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketika pelayanan
sedang senggang barulah petugas memperhatikan secara personal beberapa
masyarakat yang masih kebingungan terkait prosedur pelayanan.

Menurut peneliti, hal tersebut juga mempengaruhi sikap yang diberikan
masyarakat terkait kebijakan PATEN. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat
terkait kebijakan PATEN memicu masyarakat untuk enggan mengikuti prosedur
pelayanan. Sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak antri atau bahkan
menginginkan pelayanan secara instan.

2)  Sarana dan prasarana

Saranan dan prasarana menjadi faktor penunjang utama dalam
penyelenggaraan suatu kebijakan. Dengan adanya saranan dan prasaranan yang
bagus, maka petugas akan terbantu dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula

dengan kebijakan PATEN di Kecamatan Singosari, saranan dan prasarana menjadi

hal yang sangat penting, karena dalam memberikan pelayanan petugas memerlukan
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beberapa alat bantu untuk dapat menunjang kinerjanya. Tetapi saranan dan
prasaranan yang dimiliki Kecamatan Singosari masih dihambat oleh beberapa
saranan dan prasaranan yang tidak bisa difungsikan secara maksimal. Seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Eko Margianto, AP. S.Sos. M.AP selaku Camat Singosari
terkait dukungan kebijakan PATEN, beliau menjelaskan:

“ya memang komputer kami masih harus diperbaharui sistemnya, karena

beberapa kali memang sering rusak atau error sehingga menghambat

kerjanya petugas, menghambat penyelesaian berkas. Untuk ruangan juga
kami masih menata kembali agar lebih sempurna lagi. Dan masih ada ruangan

yang akan kami tambah tahun depan” (wawancara pada tanggal 29 juli 2017

pukul 12.35 WIB)

Hal lain juga diungkapkan oleh Ibu Wiwik Rahayu Selaku Kasi Pelayanan
Publik, beliau menjelaskan:

“memang benar mbak, komputer kita terkadang error masih harus dibenarkan

beberapa saat. Tetapi ya bisa digunakan kembali. Untuk wifi juga terkadang

error, ya tetapi itu hanya kendala teknis saja.” (wawancara pada tanggal 13

Juni 2017 pukul 13.55 WIB)

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara tersebut dapat diketahui
bahwasannya, untuk saranan prasaranan yang menjadi faktor penghambat
implementasi kebijakan PATEN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
hanya terkendala masalah teknis. Seperti komputer dan jaringan internet. Untuk
sarana dan prasarana lain sudah cukup memadai. Hal tersebut juga sesuai dengan
observasi yang didapatkan oleh peneliti, bahwasannya kendala hanya terdapat pada

kendala teknis saja dan hanya perlu penataan ulang agar dapat memberikan saranan

dan prasaranan yang semakin baik.
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C. Analisis Data dan Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) Pada Pelayanan Perizinan di Kecamatan Singosari

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan
untuk menilai keberhasilan dari implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan
Singosari. Maka dari itu, untuk dapat menilai keberhasilan dari kebijakan PATEN
di Kecamatan Singosari, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan
dengan menggunakan 4 (empat) isu pokok implementas kebijakan yang efektif,
yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun analisis
dari 4 (empat) isu pokok implementas kebijakan yang efektif, sebagai berikut:

a.  Komunikasi

Pelayanan publik menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus
diperhatikan oleh pemerintah. Karena pelayanan publik umumnya terdapat disetiap
satuan kerja pemerintahan baik di pemerintahan pusat ataupun pemerintahan
daerah, seperti direktorat jendral, badan biro, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pelayanan publik menjadi salah satu hal yang
penting dalam penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu pelayanan publik yang ada di pemerintahan daerah adalah
pelayanan administrasi yang terdapat di kantor kecamatan. Saat ini pelayanan
administrasi di kecamatan didasarkan pada kebijakan PATEN. PATEN merupakan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dibuat oleh pemerintah dalam
rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya pemerintah

untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di kecamatan.
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Salah satu kecamatan yang mengimplementasikan PATEN adalah Kecamatan
Singosari. Kecamatan Singosari mengimplementasikan PATEN sejak tahun 2016.
Adanya kebijakan PATEN di Kecamatan Singosari, diharapakan dapat meningkat
mutu pelayanan yang di kecamatan tersebut. Sebelum PATEN di
impelementasikan, tentunya perlu diadakan komunikasi kepada kelompok sasaran
yang dituju serta komunikasi juga terjalin kepada pihak-pihak yang berkaitan
dengan kebijakan PATEN.

Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah
implementasi kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kebijakan
tersebut akan tersampaikan secara sempurna kepada kelompok sasaran.
Sebagaimana yang di kemukakan oleh George Edward Ill dalam Nugroho
(2012:693), komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari
si pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik
perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat
mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan arah dan kelompok sasaran
kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang
harus dilakukan untuk mempersiapkan kebijakan publik agar apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Dalam
komunikasi kebijakan terdapat tiga dimensi yakni:

1)  Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak

hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang
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berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari segi transmisi,
komunikasi terjalin antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan terlebih
dahulu. Hal tersebut dapat terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
Dimana peraturan tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan. Didalam perbup tersebut terdapat penjelasan
terkait pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada camat yang membawahi
dua bidang yakni bidang perizinan dan non perizinan serta segala ketentuan
pelayanan yang harus di lakukan. Adanya hal tersebut, memberikan informasi
secara pasti bahwasanya Kecamatan Singosari diberikan tugas untuk
menyelenggarakan PATEN. Komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan
dengan kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan sudah cukup baik.
Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun
2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, yang
kemudian  peraturan  tersebut menjadi dasar Kecamatan  Singosari
mengimplementasikan PATEN.

Sedangkan komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dengan
masyarakat, terlihat dengan adanya penyampaian informasi yang dilakukan secara
tersurat maupun melalui rapat koordinasi yang dilakukan kecamatan singosari
kepada kelurahan maupun desa sebagai jajaran pemerintah yang berkaitan langsung
dengan masyarakat. Rapat koordinasi yang dilakukan tersebut kemudian

disampaikan oleh kelurahan kepada aparatur desa setempat. Penyampaian



112

informasi dilakukan pula oleh pihak kecamatan melalui penyampaian secara
langsung kepada masyarakat yang datang ke kantor kecamatan.
2) Kejelasan

Dari segi kejelasan, informasi yang diberikan Kecamatan Singosari kepada
masyarakat menggunakan media seperti papan informasi, leafet dan banner yang
dipasang disekitar ruangan PATEN. Media tersebut berisikan informasi terkait
PATEN, seperti prosedur pelayanan, jenis pelayanan, biaya pelayanan serta dasar
hukum yang mendasari kebijakan PATEN. Harapannya, dengan adanya
penggunaan media tersebut dapat lebih memperjelas terkait kebijakan PATEN
kepada masyarakat.
3)  Konsistensi

Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diimplementasikan tidak
simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan dan
pihak-pihak yang berkepentingan. Pada kenyataan yang sesungguhnya, kebijakan
PATEN tidak simpang siur dan membingungkan pelaksana kebijakan. Karena
berdasarkan hasil wawancara dengan camat singosari, beliau menjelaskan bahwa
pada dasarnya kecamatan singosari sendiri sudah memberikan pelayanan semenjak
dahulu kala, namun hanya saja dengan adanya kebijakan PATEN, pelayanan lebih
terstruktur dan lebih jelas. Dari penuturan tersebut dapat dipahami bahwa, pihak
kecamatan sendiri tidak merasa bingung dengan adanya kebijakan PATEN. Justru
dengan adanya kebijakan ini, pemberian pelayanan lebih terstruktur karena terdapat
ketentuan-ketentuan yang mendasari kebijakan tersebut. Namun, tetap dilakukan

rapat koordinasi yang dilakukan camat kepada petugas dilapangan agar dapat lebih
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memahami terkait maksud dan tujuan PATEN. Sehingga implementasi kebijakan
akan berjalan dengan efektif.

Konsistensi yang dilakukan pihak kecamatan kepada kelompok sasaran hanya
sebatas penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat yang tidak
mengetahui kebijakan PATEN. Untuk komunikasi lainnya, pihak kecamatan
sendiri belum melakukan komunikasi dengan cara lain.

Berdasarkan hasil analisis dari tiga dimensi komunikasi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa, komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dengan
pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Kemudian, komunikasi yang terjalin antara
pelaksana kebijakan juga sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari
pemahaman petugas pemberi pelayanan terkait prosedur dan standar pelayanan
kebijakan PATEN. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan
dengan kelompok sasaran kurang berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat
masyarakat yang belum memahami terkait kebijakan PATEN. Masyarakat masih
bingung terkait alur dan prosedur pelayanan, sehingga masih terdapat masyarakat
yang tidak mengikuti alur dan prosedur PATEN.

Kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada masyarakat secara
langsung menambah ketidakpahaman masyarakat terkait kebijakan PATEN. Oleh
karenanya, masih terdapat masyarakat yang berulang kali datang ke kantor
kecamatan hanya untuk melengkapi kelengakapan berkas saja. Terkadang masih
terdapat pula masyarakat yang belum mengerti berkas apa saja yang harus diurus,
bagaimana cara untuk mendapatkan berkas tersebut. masyarakat masih harus

dipusingkan akan syarat dan ketentuan tersebut. Dari penjelasan diatas,
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disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan kecamatan singosari masih belum
maksimal.
b. Sumberdaya

Selain daripada komunikasi, isu pokok lain untuk dapat menilai keberhasilan
suatu kebijakan adalah faktor dari sumberdaya. Menurut George Edward 111 dalam
Nugroho (2012:693), menegaskan bahwa apabila ketentuan-ketentuan dan aturan-
aturan yang ada dalam suatu kebijakan sudah jelas, tetapi jika jika pelaksana
kekurangan sumberdaya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan
dengan efektif. Oleh karenanya, sumberdaya yang mencukupi sangat diperlukan
untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Sumberdaya
tersebut terbagi menjadi tiga yakni sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran,
dan sumberdaya saranan dan prasarana.
1)  Sumberdaya manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari
sumber daya manusia. Sumberdaya manusia yang ada didalam penyelenggaraan
pelayanan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup. Kualitas sumberdaya
manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi
dibidangnya, sedangkan kuantitas sumberdaya manusia berkaitan dengan jumlah
sumber daya manusia yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Jumlah sumberdaya manusia yang bertugas harus dapat melingkupi keseluruhan
kelompok sasaran. Oleh karenanya, sumberdaya manusia sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan suatu kebijakan sebeb tanpa adanyanya sumberdaya

manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
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Dalam penyelenggaraan PATEN, sumberdaya manusia yang dimaksud
adalah petugas pemberi pelayanan yang berada diruangan PATEN. Berdasarkan
kenyataan yang sesungguhnya, dari segi kualitas sumberdaya manusia, petugas
pelayanan yang ada di kecamatan singosari dapat dikatakan sudah cukup bagus
dalam menjalanan tugasnya. Hal tersebut dapat terlihat ketika petugas sedang
melayani masyarakat. Petugas yang bertugas melayani masyarakat di kecamatan
singosari bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena memang, dalam
penyelenggaraan PATEN kecamatan singosari sudah menyusun tim pelaksana
teknis penyelenggaraan PATEN. Maka dari itu petugas akan bekerja sesuai dengan
apa yang ditugaskan dalam susunan tim teknis PATEN tersebut. Sebagai contoh,
apabila petugas tersebut bertugas menjadi petugas informasi, maka petugas tersebut
akan duduk di meja customer service untuk menunggu masyarakat yang datang,
dan kemudian akan melayani sesuai dengan tugasnya.

Dari segi kuantitas sumberdaya manusia, kecamatan singosari dapat
dikatakan sudah memiliki kuantitas sumberdaya manusia cukup baik. Hal tersebut
sesuai dengan penuturan yang dijelaskan oleh camat singosari, beliau menjelaskan
bahwa sampai saat petugas pelayanan yang ada di kecamatan singosari mampu
melingkupi keseluruhan masyarakat. Karena pelayanan yang dilakukan hanya
pelayanan rutin saja. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa petugas yang
ada di Kecamatan Singosari sudah mampu melingkupi keseluruhan masyarakat
yang datang ke kantor Kecamatan Singosari untuk mendapatkan pelayanan. Karena
memang pelayanan yang diberikan hanya pelayanan administratif yang ada di

setiap kantor kecamatan. Petugas pelayanan juga sudah mengetahui alur dan
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prosedur pelayanan tersebut. Sehingga tidak ada hambatan dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
2)  Sumberdaya anggaran

Dalam implementasi kebijakan, sumberdaya anggaran berkaitan dengan
modal suatu program atau kebijakan untuk dapat menjadi terlaksananya kebijakan
dengan cukup. Sebab apabila anggaran tidak memandai, kebijakan tersebut tidak
berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Karena dalam setiap
implementasi kebijakan terdapat kegiatan operasionasl dan fasilitas yang harus
terpenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam penyelenggaran PATEN, tentunya kecamatan mempunyai sejumlah
anggaran tertentu untuk dalam mengimplementasikan PATEN. Begitu pula dengan
Kecamatan Singosari, untuk dapat menyelenggarakan PATEN, Kecamatan
Singosari membutuhkan biaya tertentu untuk menyelenggarakan kebijakan
tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singosari bersumber
dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang yang
diberikan kepada kecamatan untuk dapat membiayai seluruh program kerja yang
sudah dibentuk sebelumnya. Untuk implementasi kebijakan PATEN, anggaran
yang digunakan masuk kedalam anggaran yang diberikan oleh pemerintahan daerah
kepada kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukankan oleh
camat singosari, beliau menjelaskan bahwasannya anggaran PATEN digunakan
untuk kegiatan operasional dan kecukupan ATK saja. Dari hasil penuturan tersebut
dapat dipahami bahwa, anggaran tersebut digunakan untuk segala kegiatan yang

berkaitan dengan PATEN. Seperti kecukupan ATK dan fasilitas penunjang
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PATEN. Karena didalam pemberian pelayanan, tentu saja memerlukan ATK dalam
memproses data serta memerlukan fasilitas tertentu untuk dapat menunjang
penyelenggaraan PATEN.

Dengan melihat tabel realisasi anggaran yang terdapat pada penyajian data,
anggaran yang diberikan oleh Kabupaten Malang sudah mencukupi untuk dapat
menyelenggarakan PATEN. Hal tersebut dapat dilihat dari dari tabel realisasi
anggaran, dimana didalam tabel tersebut anggaran dapat direalisasikan 100% untuk
dapat membiayai semua jenis kegiatan yang ada di Kecamatan Singosari. Dimana
PATEN termasuk didalam jenis pembiayaan tersebut. Dengan tidak adanya
kekurangan anggaran, maka dapat disimpulkan sumber anggaran yang diberikan
Pemerintah Kabupaten sudah mencukupi untuk dapat menyelenggarakan PATEN
di Kecamatan Singosari.

3)  Sumberdaya saranan dan prasarana

Ketersedian saranan dan prasaranan yang memadai menjadi faktor penting
dalam implementasi suatu kebijakan. Pelaksanan kebijakan mungkin memiliki staf
yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki tugasnya masing-
masing, tetapi tanpa adanya saraan dan prasarana yang mendukung maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hal ini sejalan dengan penyelengaraan PATEN di Kecamatan Singosari, pada
kenyataan yang sesungguhnya Kecamatan Singosari terlihat sudah memiliki
saranan dan prasaranan cukup baik. Terbukti dengan adanya beberapa sarana dan
prasaranan yang dapat digunakan petugas pelayanan dalam menjalankan tugasnya.

Seperti komputer dan pengeras suara. Komputer digunakan untuk dapat memproses
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surat izin dan pengeras suara digunakan untuk memanggil pengguna layanan.
Kedua saranan tersebut, terbukti dapat menunjang aktivitas pemberian layanan
kepada masyarakat.

Saranan dan prasarana yang dimiliki kecamatan singosari tidak hanya
diperuntukan bagi pertugas pelayanan, tetapi kecamatan singosari memberikan
saranan dan prasaranan pula kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan
kenyamanan kepada masyarakat. Seperti ruangan yang tertata rapih, terdapat ruang
laktasi, koran yang dapat dipergunakan masyarakat saat menunggu proses
selesainya dokumen perizinan, daln lain sebagainya.

Dari ketiga penjelasan sumberdaya tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya
untuk sumberdaya yang ada di Kecamatan Singosari dapat dikatakan sudah cukup
baik. Hal tersebut terbukti dengan sumberdaya manusia yang Dimiliki Kecamatan
Singosari sesuai dibidangnya, anggaran yang tersedia juga dapat memenuhi
pembiayaan penyelenggaraan PATEN dan juga terdapat saranan dan prasaranan
penunjang kegiatan pelayanan.

c.  Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting lain,
selain dua faktor sebelumnya yakni komunikasi dan sumberdaya. Disposisi menjadi
penting karena, sikap dari pelaksanan kebijakan menjadi penentu apa yang akan
dilakukan oleh pelaksana. Suatu implementasi akan berjalan dengan baik apabila
pelaksana kebijakan sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki
kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya. Ketika pelaksana kebijakan

tersebut memiliki kemampuan yang kompeten dan mengetahui apa yang
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seharusnya mereka lakukan, dapat dimungkinkan bahwa kebijakan tersebut akan
berjalan dengan efektif. Tetapi tidak hanya hal tersebut saja yang menjadi inti dari
disposisi pelaksana kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh George Edward 111
dalam Nugroho (2012:693) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi bukan
hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang
harus dilakukan tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan
memiliki diposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan sikap tersebut mencangkup kemauan,
keinginan, serta kecenderungan untuk mewujudkan kebijakan yang telah di sahkan.
Apabila pelaksana sudah memiliki disposisi yang kuat, maka kebijakan tersebut
tentu saja akan terlaksana dengan baik seperti tujuan yang di inginkan oleh pembuat
kebijakan.

Berdasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, petugas di Kecamatan
Singosari dapat dikatakan memiliki komitmen dalam mengimplementasikan
kebijakan PATEN. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya prinsip dari pihak
kecamatannya sendiri untuk menentukan sikap apa yang mereka terapkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas kecamatan singosari
menerapkan prinsip “ S TOMAT” yakni sikap yang diawali dari senyum, kemudian
menyapa masyarakat sebagai mengguna layanan, menolong atau membantu apa
yang diperlukan oleh masyarakat tersebut dan terakhir minta maaf barangkali
petugas kecamatan melakukan kesalahan. Tetapi berdasarkan hasil temuan yang
ada disitus penelitian, petugas di Kecamatan Singosari memang menggunakan

prinsip tersebut, hanya saja prinsip minta maaf di akhir pelayanan yang jarang
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diungkapkan oleh petugas. Karena dalam prinsip tersebut “prinsip minta maaf”
selalu dilakukan dalam setiap pelayanan. Tetapi jika ditarik kesimpulan, sikap
komitmen dari petugas pelayanan sudah muncul. Dapat ditunjukan dengan
diterapkannya pelayanan sepenuh hati melalui prinsip “S TOMAT”.

Selain memiliki komitmen, petugas pelayanan di Kecamatan Singosari juga
mendukung adanya kebijakan PATEN ini. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu
pelaksana kebijakan PATEN yakni Ibu Nur Cahyati, beliau menjelaskan
bahwasannya petugas pelayanan memberikan sikap ramah, santun dan senyum.
Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Meskipun
dalam memproses izin, petugas pelayanan masih terus belajar untuk dapat
mengimplentasikan PATEN dengan baik. Dari pernyataan tersebut diketahui
bahwa, dengan adanya sikap yang ingin belajar untuk dapat mengimplementasikan
PATEN dengan baik mencerminkan dukungan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi atau
sikap dari petugas pelayanan di Kecamatan Singosari sudah cukup baik. Hal
tersebut tercermin dari adanya komitmen dan dukungan dari petugas pelayanan
terkait kebijakan PATEN.

d.  Struktur birokrasi

Isu pokok terakhir untuk dapat menilai suatu kebijakan adalah struktur
birokrasi. Struktur birokrasi menjadi hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan
dari suatu kebijakan. Dikarenakan apabila semua isu pokok sudah terpenuh tetapi
struktur birokrasi masih berjalan tidak efektif maka implementasi kebijak tersebut

belum dapat terselenggara dengan maksimal.
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Struktur birokrasi umumnya merujuk pada mekanisme atau prosedur yang ada
didalam suatu kebijakan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh George
Edward Il dalam Nugroho (2012:693) menjelaskan bahwa struktur birokrasi
mencangkup dua dimensi yakni fragmentasi dan standar operasional prosedur
(SOP). Fragmentasi yang dimaksud adalah upaya penyebaran tanggungjawab, serta
SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelakana kebijakan
atau kaum birokrat melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai
dengan standar minimum yang ditetapkan.

Berdasarkan pada kenyataan yang sungguhnya, petugas pelayanan di
Kecamatan Singosari bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskannya dalam
Keputusan Camat Singosari Nomor: 188/ /KEP/35.07.24/2016 Tentang Tim
Pelaksanaan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Singosari.
Didalam keputusan tesebut terdapat susunan tim teknis pelaksanaan PATEN yang
memuat terkait masing-masing tugas dalam tim yang dibebankan kepada seluruh
tim pelaksana PATEN. Dengan adanya penyebaran beban kerja di masing-masing
petugas, maka terdapat pula penyebaran tanggungjawab. Seperti halnya seorang
petugas ditugaskan untuk menjadi penanggungjawab teknis pelayanan IMB maka
petugas tersebut akan memproses data masyarakat hingga dikeluarkannya izin. Hal
tersebut menjadi contoh bahwa fragmentasi sudah dilakukan di kantor kecamatan

singosari
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Dalam penyelenggaran PATEN, petugas di Kecamatan Singosari bertugas
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang terdapat di dalam SOP.
Singkat prosedurnya yakni petugas menerima kelengkapan berkas, berkas tersebut
dicek secara teknis oleh kasi terkait apabila sudah memenuhi persyaratan maka
akan dicetak izinya kemudian di tandatangani oleh camat. Adanya tahap tersebut
dapat mencerminkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar petugas pelayanan
cukup baik. Karena untuk menyelesaikan satu dokumen terdapat tahapan yang
memungkinakn terjadinya koordinasi antar pegawai. Seperti setelah petugas diloket
menerima kelengkapan berkas, berkas tersebut kemudian diteruskan pada kasi yang
bersangkutan untuk di proses lebih lanjut. Dengan terselesainya dokumen perizinan
tanpa adanya kendala teknis, dapat memperlihatkan bahwasannya koordinasi yang
terjalin antar petugas sudah cukup baik.

Maka dari itu, dapat disimpulkan untuk struktu birokrasi di Kecamatan
Singosari dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis
diatas yakni dengan adanya upaya penyebaran tanggung jawab dan terdapatnya
SOP sebagai dasar untuk menyelenggarakan PATEN.

2. Dampak Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Di Kecamatan Singosari
a. Tangibles

Salah satu indikator untuk dapat mengukur kualitas pelayanan adalah
tangibles. Seperti yang dikemukakan oleh Zeithmal dalam Hardiyansyah (2012:42)

menjelaskan, yang dimaksud dengan tangibles adalah bukti fisik atau sarana dan
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prasarana yang dapat menunjang aktivitas pelayanan. Sarana dan prasarana yang
terdapat dalam suatu pelayanan biasanya digunakan oleh petugas untuk dapat
mempermudah petugas melakukan tugasnya. Sehingga petugas dapat memberikan
pelayanan secara cepat, dengan menggunakan saranan dan prasaranan yang
tersedia. Sarana dan prasarana penunjang tersebut seperti sarana fisik perkantoran,
komputer, ruang tunggu, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil temuan disitus penelitian, Kecamatan Singosari
mememiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang petugas
memberikan pelayanan. Seperti komputer, jaringan internet/wifi, dan pengeras
suara. Komputer dapat digunakan untuk memproses data sedemikian rupa sampai
dengan terselesaikannya surat izin tersebut. Jaringan internet/wifi dapat digunakan
petugas untuk dapat menjangkau hal-hal yang diperlukan. Serta pengeras suara
dapat digunakan untuk memanggil pengguna layanan yang dokumennya sudah
selesai atau hal lainnya. Tetapi masih terdapat sedikit kendala dalam sistem
komputernya. Komputer yang tersedia terkadang error sehingga petugas
memberhentikan proses penyelesaikan berkas, dan menunggu hingga komputer
dapat digunakan kembali.

Apabila ditarik kesimpulan, untuk sarana dan prasarana secara umumnya
sudah cukup menunjang petugas dalam menjalankan aktivitas pelayanan. Petugas
sudah terfasilitasi dengan baik, bahkan terdapat pendingin ruangan agar petugas
lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk

petugas mengeluhkan proses pemberian pelayanan yang buruk.
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Sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan singosari juga berdampak
positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut dikarenakan,
kecamatan singosari memiliki saranan dan prasaranan yang dapat digunakan pula
oleh masyarakat. Seperti ruang yang tertata rapih, tersedianya kursi tunggu diluar
ruangan serta koran dan tempat untuk mencharging handphone. Saranan tersebut
disediakan kecamatan untuk dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna
layanan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dilihat dari indikator sarana dan prasarana
dapat dikatakan bahwa Kecamatan Singosari sudah memiliki sarana dan prasarana
yang cukup baik. Sarana dan prasarana tersebut mendorong kecamatan untuk dapat
memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

b.  Reliability

Indikator lain yang dapat mewujudkan kualitas pelayanan adalah reliability
atau kehandalan. Seperti yang dikemukakan oleh Zeithmal dalam Hardiyansyah
(2012:42) menjelaskan, Kehandalan yang dimaksudkan adalah kemampuan
petugas untuk memberikan pelayanan secara akurat dan terpercaya. Pelayanan
secara akurat dan terpercaya dapat tercermin dari kesesuaian apa yang dikatakan
oleh petugas pelayanan dengan realita atau keadaan yang sebenarnya.

Dalam penyelenggaraan PATEN, terdapat kejelasan SOP pula. Dimana
didalam SOP tersebut terdapat rincian terkait waktu penyelesaian dokumen,
sehingga petugas yang bekerja harus memberikan pelayanan sesuai dengan SOP
yang sudah ditetapkan sebelumnya. Petugas pelayanan di Kecamatan Singosari

memberikan janji penyelesaian dokumen berdasarkan lamanya waktu pemrosesan
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berkas yang ada di SOP. Seperti apa yang dialami oleh salah satu masyarakat yakni
Bapak Khoirul Huda. Bapak Khoirul Huda sewaktu beliau mengurusi dokumen
IMB, petugas kecamatan menyampaikan kepada beliau untuk menunggu
pemberkasan selesai. Karena memang syarat yang diperlukan sudah lengkap.
Namun dilain pelayanan, petugas mengatakan bahwa beliau diharuskan datang esok
hari untuk mengambil dokumen tersebut karena terdapat kendala pada
komputernya. Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwasannya petugas kecamatan
memiliki sifat kehandalan. Sifat kehandalan dapat terbukti dari kesesuaian apa yang
dikatakan oleh petugas, bahwasannya dokumen tersebut tidak dapat diselesaikan
hari ini.

Petugas memberitahukan apa yang menjadi kendala dalam memproses
dokumen tersebut. Sifat kehandalan dapat tercermin pula dari adanya keterbukaan
yang dimiliki petugas. Seperti yang dijelaskan oleh sinambela (2016:6) transparansi
yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang dibutuhkan. Keterbukaan pelayanan yang dimaksud keterbukaan dalam
proses pelayanan. Apabila terdapat kendala, maka petugas pelayanan harus
menginformasikan sesuai dengan kendala yang dialami tersebut. Sehingga
masyarakat merasa dimudahkan dalam hal ini, karena masyarakat tidak
dipusingkan akan ketidakjelasan waktu penyelesaian dan apa yang mengakibatkan

dokumen tersebut tidak selesai.
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Berdasarkan hasil analisis yang diatas, maka dapat dapat dikatakan
bahwasannya untuk indikator reliability atau kehandalan petugas di Kecamatan
Singosari dalam menyelenggarakan PATEN sudah cukup baik. Hal tersebut
tercermin dari kesesuainya apa yang dikatakan oleh petugas pelayanan kepada
masyarakat, keakuratan, serta terdapatnya sifat keterbukaan dari petugas saat
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c.  Responsiveness

Pada dasarnya setiap manusia memembutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
manusia (sinambela, 1992:198). Karena didalam setiap kegiatan yang dijalankan
manusia, pasti tersedapat unsur pelayanan. Sebagai contoh dapat dilihat pada proses
seseorang ingin membeli sesuatu barang. Maka seseorang tersebut akan bertemu
dengan penjual, yang kemudian penjual tersebut akan menawarkan barang sesuai
dengan keinginan dari pembeli. Beliau menawarkan beragam macam barang yang
ada didalam tokonya sesuai dengan permintaan orang tersebut. Kemudian terjadi
proses transaksi. Ketika seseorang tersebut memperoleh pelayanan dengan baik.
Maka akan memunculkan rasa puas dari seorang pembeli tersebut.

Sama halnya dengan pelayanan publik yang ada pada saat ini. Pelayanan
publik yang tersedia, haruslah berorientasi kepada masyarakat sehingga dapat
memberikan pelayanan dengan baik. Untuk dapat menciptakan kualitas pelayanan
dengan baik, pemberi pelayanan harus mempunyai sikap responsif. Seperti yang
dikemukakan oleh oleh Zeithmal dalam Hardiyansyah (2012:42) menjelaskan

bahwa responsiveness berarti kemampuan penyedia layanan untuk membantu para
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pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. Seperti merespon setiap
pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan, melakukan pelayanan cepat dan
tepat, dan merespon semua keluhan pelanggan akan pelayanan tersebut.
Berdasarkan temuan di situs penelitian, petugas yang terdapat di Kecamatan
Singosari Merespon seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Sikap
responsif tersebut, dimulai sejak pelayanan pertama yang diberikan oleh petugas.
Dimana setiap masyarakat yang datang diarahkan oleh customer service untuk
mengisi buku tamu serta memberikan nomor antrian. Kemudian masyarakat
tersebut diarahkan untuk melakukan proses selanjutnya. Hal tersebut dapat
dipahami bahwa petugas pelayanan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.
Cepat dalam arti, tidak ada masyarakat yang dibiarkan diluar dan tepat
dimaksudkan bahwasannya masyarakat diarahkan sesuai dengan proses pelayanan,
meskipun untuk alur selanjutnya, akan diteruskan oleh petugas yang berada diloket.
Sikap responsif tidak hanya tercermin dari pelayanan pertama saja, namun
sikap responsif tercermin dari adanya keinginan dari petugas untuk membantu
masyarakat dalam memproses pelayanan. Apabila terdapat keluhan yang
disampaikan oleh masyarakat, maka akan secara tanggap merespon keluhan
tersebut. Petugas mengarahkan sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh
masyarakat. Sebagai contoh, Ibu Lili, beliau tidak mengerti terkait proses
selanjutnya sesudah beliau memasukan berkas, hal apa saja yang seharusnya beliau
lakukan. Karena dengan keadaan yang tidak mengerti kemudian beliau bertanya

kepada petugas. Hasilnya, petugas memberikan respon dengan tanggap. Melihat
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dari kasus tersebut, untuk sikap tanggap yang dimiliki oleh petugas sudah cukup
baik. Dengan merespon segala keluhan yang disampaikan masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik, Kecamatan Singosari
menyediakan kotak saran, dalam rangka untuk dapat menjangkau keinginan
masyarakat. Didalam kotak saran tersebut, masyarakat dapat memberikan saran,
kritik maupun penilaian terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan
Singosari. Adanya kotak saran tersebut, mempermudah petugas kecamatan untuk
mengetahui kekurangan dari penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Singosari.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat dikatakan
bahwasannya untuk indikator reposiveness petugas di Kecamatan Singosari sudah
cukup baik. Hal tersebut dapat terbukti dari sikap responsif yang diberikan oleh
petugas pelayanan kepada masyarakat saat pertama kali datang ke ruangan PATEN
kemudian diberi arahan sesuai dengan pelayanan yang diajukan, serta petugas
merespon keluhan masyarakat baik secara langsung maupun keluhan yang
keluhkan melalui kotak saran.

d.  Assurance

Assurance memiliki arti sebuah jaminan atau kepastian. Seperti yang
dikemukakan oleh oleh Zeithmal dalam Hardiyansyah (2012:42) dalam teori
kualitas pelayanan publik beliau menjelaskan kepercayaan yang dimaksud yakni
petugas pemberi pelayanan memberikan jaminan ketepatan waktu pelayanan,
kepastian biaya pelayanan serta kepastian legalitas pelayanan. Sehingga pengguna

layanan dalam hal ini adalah masyarakat tidak memiliki sifat ragu kepada petugas
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pemberi pelayanan dan percaya kepada petugas bahwa berkas yang ajukan dapat
selesai secara cepat dan tepat.

Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan berdasarkan pada SOP, karena
SOP merupakan syarat diselenggarakannya PATEN dan juga didalam SOP terdapat
rincian prosedur pelayanan PATEN. Sesuai dengan SOP yang berlaku, petugas
pelayanan memberikan jaminan pembiayaan, legalitas serta waktu penyelesaia.
Yang mana, didalam SOP semuanya sudah tercantum dan rinci. Namun tidak
menutup kemungkinan, bahwa kendala sewaktu-waktu dapat terjadi. Tetapi hal
tersebut tidak sering muncul, hanya beberapa kendala teknis saja dan itu dapat
diselesaikan oleh petugas. Dengan memberitahukan kepada masyarakat apabila ada
keterlambatan penyelesaian berkas dokumen.

Sifat keraguan terkadang muncul dari pengguna layanan, seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Wiwik, beliau menjelaskan bahwa, masih terdapat
masyarakat yang belum sabar menunggu penyelesaian berkas, kembali
menanyakan kapan berkas tersebut selesai. Tetapi petugas tetap menyakinkan dan
meminta pengertian untuk lebih bersabar lagi serta menunggu. Dari penjelasan
tersebut, dapat dipahami bahwa petugas pelayanan di Kecamatan Singosari
berusaha memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, yakni dengan meminta
pelanggan untuk menunggu dengan sabar hingga berkasnya selesai. Dan kembali
memberikan jaminan bahwa berkasnya akan selesai dengan tepat waktu. Hal
tersebut dapat mencerminkan sikap assurance dari petugas pelayanan yang

bertugas.
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Sesuai dengan tujuan dari dibentuknya PATEN yakni dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
kecamatan singosari penyelenggarakan PATEN secara cepat dan tepat. Pelayanan
lebih mendekatan diri kepada masyarakat namun tetap terstruktur dan sesuai
dengan SOP yang ada. Apabila ada keluhan berupa ketidakpuasaan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan akan dengan cepat direspon dan dicari
solusinya.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat dikatakan
bahwasannya untuk indikator assurance atau jaminan kepastian, baik waktu
maupun pembiayaan, petugas di Kecamatan Singosari sudah memberikan jaminan
kepastian waktu dan pembiayaan kepada masyarakat dengan cukup baik. Jaminan
tersebut diberikan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku, tetapi tidak
menutup kemungkinan akan terjadi kendala sewaktu-waktu. Namun pada kondisi
tersebut, petugas pelayanan Kecamatan Singosari tetap akan memberikan jaminan
kepastian sesuai dengan kemungkinan selesainya dokumen sesuai dengan estimasi
waktu penyelesaian menurut petugas tersebut.

e. Empathy

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tidak hanya menyangkut kualitas
dan kuantitas sumberdaya manusia saja yang dijadikan patokan, tetapi fakto dari
empathy juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh
Zeithmal dalam Hardiyansyah (2012:42) dalam teori kualitas pelayanan publik
beliau menjelaskan empathy berarti menyangkut kemampuan petugas dalam

memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual. Hal tersebut
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dapat tercermin dari sikap petugas melayani dengan ramah, petugas melayani
dengan sikap sopan santun, Petugas melayani dengan tidak diskriminatif
(membeda-bedakan), Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan. Apabila
petugas sudah melakukan prinsip-prinsip tersebut maka pemberian pelayanan akan
berjalan dengan baik. Karena, akan timbul rasa kepuasan dari pemberian layanan
tersebut.

Berdasarkan hasil temuan disitus penelitian, sikap dari petugas dalam
melayani masyarakat sudah terbilang cukup baik. Sikap ramah dan menghargai
muncul dari setiap petugas. Hal tersebut diterapkan karena memang kecamatan
singosari memiliki prinsip tersendiri dalam memberikan pelayanan yakni “S
TOMAT” yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dengan adanya prinsip tersebut,
tentu saja sikap ramah, sopan santun dan menghargai setiap masyarakat akan
muncul. Pelayanan sepenuh hati dilakukan oleh petugas di kecamatan tersebut.
Senadan dengan yang diungkapkan oleh patricia patton (1998:1) layanan sepenuh
hati muncul dari watak, emosi, keyakinan, nilai, sudut pandang serta perasaan.
Layanan sepenuh hati muncul dari setiap petugas yang bekerja di kecamatan
singosari, dengan berkeinginan untuk membantu setiap masyarakat, memiliki sikap
ramah serta menghargai setiap masyarakat.

Penyelenggaran pelayanan di Kecamatan Singosari diproses berdasarkan
nomor urut yang diberikan kepada masing-masing masyarakat. Nomor urut tersebut
di berikan di awal pelayanan sebelum berkas dimasukan. Setelah berkas dimasukan,
berkas akan diproses berdasarkan urutan dokumen yang sudah disesuaikan

sebelum. Hal tersebut dilakukan oleh Kecamatan Singosari untuk dapat
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menciptakan pelayanan yang terstruktur dan mencegah terjadinya diskriminasi.
Seperti yang diungkapkan George Frederickson (1987:41), dalam pelayanan publik
dibutuhkan juga keadilan pelayanan, sebab tanpa adanya keadilan ketimpangan
pelayanan tidak akan dihindari. Mengaku kepada teori tersebut, kecamatan
singosari sudah memberikan keadilan pelayanan, dengan cara memproses data
sesuai dengan nomor utur yang disediakan. Keadilan juga terwujud dengan tidak
adanya perbedaan status sosial dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Semua lapisan masyarakat, dilayani sesuai dengan prinsip yang digunakan petugas
dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan petugas pelayanan di
Kecamatan Singosari sudah memiliki rasa empathy yang cukup. Pemberian
pelayanan dilakukan dengan sikap yang ramah, sopan dan menghargai setiap
elemen masyarakat. Petugas juga memperoses dokumen sesuai dengan nomor urut
yang dipergunakan. Sehingga tidak ada diskriminasi dalam memproses dokumen.
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Pelayanan

Perizinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di

Kecamatan Singosari

Ketika diimplementasikannya suatu kebijakan pemerintah, tentunya akan
memunculkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
penyelenggaraan kebijakan tersebut. Hal ini didasarkan karena adanya multi aktor
yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan, yakni pemerintah dan masyarakat.

Dimungkinkan bahwa akan adanya beberapa gesekan dari kedua aktor tersebut
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sehingga akan muncul beberapa faktor pendukung dan penghambat suatu
kebijakan. Begitu pula dengan kebijakan PATEN, untuk mengimplementasikan
kebijakan ini terdapat dua aktor yakni pemerintah dan masyarakat. Dari
penyelenggaraan kebijakan tersebut muncul beberapa faktor pendukung dan
penghambat kebijakan PATEN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Adapun analisis dari kedua faktor tersebut
a.  Faktor pendukung
1) Landasan hukum yang jelas

Faktor pendukung merupakan hal yang sangat penting didalam suatu
implementasi kebijakan. Karena dengan adanya hal tersebut, dapat diketahui
beberapa hal yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu kebijakan.
Sehingga, beberapa hal tersebut akan dilakukan penyempurnaan kembali agar dapat
memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan pada realitas sesungguhnya, terkait landasan hukum kebijakan
PATEN memang cukup jelas. Karena landasan hukum sudah bersifat hierarkis
yakni dimulai dari peraturan menteri dalam negeri kemudian ditindaklanjuti dengan
dengan peraturan dipemerintah daerah sampai pada dibentuknya keputusan camat.
Hal tersebut menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan PATEN di
Kecamatan Singosari, khususnya untuk perihal landasan hukum. Semua
kelengkapan dan perihal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan PATEN
sudah tertulis dilandasan hukum. Seperti standar pelayanan, alur dan prosedur
sampai dengan produk hukum. Sehingga petugas pelayanan tidak lagi

dibingungkan mengenai cara kerja mereka ataupun mereka tidak bisa bekerja sesuai
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dengan keinginan mereka. Karena apa-apa yang berkaitan dengan penyelenggaraan
PATEN sudah tertuang jelas didalam landasan hukum.

Landasan hukum menjadi sesuatu yang sangat vital dalam sebuah
implementasi kebijakan, vital dalam hal ini karena landasan hukum menjadi dasar
sebuah implementasi. Apabila landasan hukum tersebut sudah tertulis secara jelas,
maka pelaksana kebijakan akan mudah mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Namun apabila landasan hukum tersebut masih abu-abu atau masih banyak terdapat
perubahan-perubahan maka dimungkinkan implementasi kebijakan tersebut akan
terselenggara dengan tidak maksimal
2)  Dukungan kuat dari pelaksana kebijakan

Faktor pendukung lain muncul dari petugas pelayanan itu sendiri yakni terkait
dukungan akan kebijakan PATEN. Dukungan dari pelaksana kebijakan menjadi
faktor yang berpengaruh pula terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Karena
dengan adanya dukungan yang kuat terhadap suatu kebijakan, pelaksana kebijakan
akan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan
tersebut. Sama hal nya dengan kebijakan PATEN, kebijakan PATEN di Kecamatan
Singosari mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari setiap petugas yang bekerja
dilapangan.

Dukungan tersebut tercermin dari adanya sikap sepenuh hati yang muncul
dari setiap petugas yang ada dilapangan. Disamping petugas bekerja sesuai dengan
standar pelayanan, petugas juga bekerja dengan prinsip pelayanan yang digunakan
di Kecamatan Singosari. Sehingga dalam memberikan pelayanan, petugas

menggunakan sikap yang ramah, santun dan saling menghargai.
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Hal lain yang dapat mencerminkan dukungan dari para pelaksana kebijakan
yakni adanya keinginan untuk dapat mengimplementasi PATEN agar lebih baik
lagi. Perbaikan tersebut terus dilakukan oleh petugas pelayanan dilapangan, baik
dari cara pemberian pelayanan kepada masyarakat sampai dengan saranan dan
prasaranan yang disediakan dalam penyelengaraan pelayanan
b.  Faktor penghambat
1)  Kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran

Keberadaan faktor penghambat dalam suatu implementasi kebijakan pada
dasarnya tidak diinginakan. Namun, pada realitanya faktor penghambat akan
muncul pada setiap implementasi kebijakan. Tak terkecuali dengan implementasi
kebijakan PATEN di Kecamatan Singosari, terdapat beberapa faktor penghambat
implementasi PATEN salah satunya yakni kurangnya komunikasi antara pelaksana
kebijakan dan kelompok sasaran.

Komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dengan kelompok
sasaran seharusnya dilakukan dengan efektif. Adanya komunikasi berkala juga
perlu dilakukan ketika implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dilakukan
sebagai upaya agar setiap kelompok sasaran dalam mengerti kemudian memahami
kebijakan yang diimplementasikan.

Melihat realita sesungguhnya, komunikasi yang terjalin antara pelaksana
kebijakan yakni Kecamatan Singosari dengan kelompok sasaran yakni masyarakat
berjalan tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat masyarakat yang

tidak mengetahui kebijakan PATEN. Masyarakat masih mengira bahwasanya
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penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Singosari masih sama seperti dulu yakni
pelayanan yang lamban dan tidak memiliki prosedur yang jelas. Masyarakat masih
kebingungan mengenai alur dari pelayanan PATEN vyang saat ini di
implementasikan oleh Kecamatan Singosari. Tidak hanya kebingungan mengenai
alur saja, tetapi terkait kelengkapan syarat pengajuan berkas juga masyarakat belum
mengetahui secara pasti. Sehingga membuat masyarakat harus kembali datang ke
kantor kecamatan berulang kali.

Dengan adanya kondisi tersebut, maka dapat dimungkinkan muncul sikap
kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah
kesadaran masyarakat untuk dapat membawa kelengkapan syarat pengajuan berkas
dan sadar akan alur pelayanan yang sudah terstruktur dengan rapih. Sehingga
masyarakat tidak lagi bisa saling dahulu-mendahului satu sama lain.

Perlu adanya kepekaan atau daya tanggap dari masyarakat pula untuk dapat
menunjang keberhasilan PATEN. Masyarakat perlu mengatahui dan belajar
memahami apa apa yang berkaitan dengan PATEN. Jadi tidak semata-mata
pemerintah yang harus memberikan pelayanan yang berkualitas saja, tetapi perlu
adanya kesadaran masyarakat sendiri.

Dengan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, dapat
diakibatkan dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
Menginat bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal. Tidak
adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung, dan masih minimnya

penggunaan media informasi seperti penggunan banner yang hanya berada
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diwilayah kecamatan saja dan penggunaan media online belum tertata dengan baik,
sehingga untuk mengakses informasi PATEN masih terbatas.

Saat ini, adapun masyarakat yang sudah mengetahui mengenai kebijakan
PATEN hanya sekedar mengetahui saja belum sampai tahap memahami. Hal ini
menjadi tantangan bagi pelaksana kebijakan yakni Kecamatan Singosari untuk
dapat memaksimalkan sosialisasi kembali. Sosialisasi harus dilakukan ulang atau
bahkan dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat memahami mengenai
kebijakan PATEN.

2)  Saranan dan prasarana

Faktor penghambat lain yang ada di Kecamatan Singosari yakni mengenai
saranan dan prasaranan penunjang PATEN. Jika melihat seluruh kondisi saranan
dan prasaranan yang dimiliki Kecamatan Singosari memang sudah cukup baik,
karena memang sudah terwujud fisiknya seperti komputer, alat komunikasi,
pengeras suara, jaringan internet, ruang tunggu, koran dan lain sebagainya. Namun
disamping sudah memadainya saranan dan prasarana tersebut, ternyata masih
terdapat saranan dan prasarana yang tidak dapat digunakan secara maksimal yakni
komputer dan jaringan internet. Komputer yang dimiliki Kecamatan Singosari yang
digunakan petugas masih sering error sistemnya, sehingga untuk beberapa waktu
tidak dapat digunakan petugas untuk melayani masyarakat. Komputer yang tersedia
harus diperbaharui sistemnya agar dapat dipergunakan secara maksimal oleh

petugas.
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Untuk jaringan internet juga terkadang error, karena memang itu kendala
teknis suatu jaringan. Namun untuk menunjang Kinerja petugas, sudah dipastikan
menghambat kinerja untuk beberapa saat. Kedua hal tersebut menjadi faktor
penghambat dari implementasi kebijakan PATEN. Pada dasarnya, terdapatnya
suatu faktor penghambat dalam suatu implementasi kebijakan dapat memberi
manfaat bagi pelaksana kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan adaya faktor
penghambat, maka pelaksana kebijakan akan dapat mengetahui kekurangan dari
pada implementasi suatu kebijakan yang mereka lakukan. Sehingga hal-hal yang
menjadi penghambat dapat diperbaharui dan disempurnakan kembali sampai tidak

muncul faktor penghambat dalam implementasi suatu kebijakan.



